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*)وَعَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ، قَلَ: نَ هَى رَسُولُ الله. عَنْ بَ يْعِ الَْْصَاةِ وَعَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ. )رَوَاهُ مُسْلِم  

Artinya : “Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 

'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli 

gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).” Riwayat Muslim. 

*Alfiah, Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), 11.
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ABSTRAK 

Latifatul Khoiriyah, 2024: Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU HPT Denpasar 

Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan) 

Kata Kunci : Jual Beli, Bibit Sapi Bali, Hukum Ekonomi Syariah 

 Muamalah atau jual beli yaitu sebutan untuk kegiatan yang mengatur 

aspek gaya hidup orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam berinteraksi sosial. Sistem jual beli di 

BPTU-HPT Denpasar diatasi melalui beberapa cara yakni kesepakatan jual beli 

untuk bibit Sapi Bali yang siap disapih (sudah layak jual) dapat diatur sesuai 

kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh para pihak yang terlibat. Namun 

cara tersebut terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan ketidakjelasan objek jual 

beli, yakni tidak ada jaminan didalamnya bahwa bibit Sapi Bali tersebut akan 

mengalami pertumbuhan menjadi bibit yang unggul nantinya.  

 Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana sistem jual beli 

bibit sapi bali di BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan? 

2) bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam akad jual beli bibit sapi 

bali yang dilakukan oleh BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan 

Pekuatatan?  

 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan terkait Praktik 

Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar yang 

berlokasi di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan. 2) Untuk menjelaskan 

wawasan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan Praktik Akad Jual beli 

Beli Bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar yang terletak di 

Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis yuridis empiris, dan studi 

kasus (case study study) menjadi metode yang digunakan dalam penelituan ini. 

Maka dalam hal tersebut dilakukan pengamatan langsung ke lapangan guna 

menggali informasi terkait apa yang ingin diteliti, yaitu menggunakan metode 

wawancara kepada informan yang terkait akan hal yang akan diteliti. Dalam hal 

ini, peneliti ingin meneliti bagaimana Praktik akad jual beli yang diterapkan pada 

BPTU HPT Denpasar terhadap penjualan bibit sapi bali dalam perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah di Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan.  

 Hasil penelitian menyatakan bahwa: 1) Bahwa sistem jual beli bibit Sapi 

Bali yang dilakukan di BPTU-HPT Denpasar memakai jual beli dengan akad salam. 

2) Dalam penerapan akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan oleh BPTU-HPT 

Denpasar telah sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, karena rukun 

dan persyaratan dalam perjanjian telah terpenuhi serta telah sesuai dengan asas-asas 

perjanjian syariah. Tetapi ada unsur gharar dalam objek jual belinya yang mana 

saat akad, bibit Sapi Bali belum tersedia melainkan pihak penjual mencari dan 

menyiapkan bibit Sapi Bali yang diinginkan pembeli. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

 Pada prinsipnya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan 

untuk berinteraksi sosial dengan sesama serta tidak dapat hidup sendiri tetapi saling 

bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan 

bermuamalah/jual beli. Muamalah merupakan sebutan untuk kegiatan yang mengatur 

aspek gaya hidup orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok. Muamalah 

berasal dari kata “yuaamilu-mu‟amalatan” artinya saling melakukan sesuatu dan 

mengamalkan. Sedangkan secara syara‟, mualamah ialah kegiatan yang mengatur 

aspek kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokoknya.
1
 

Jual beli secara bahasa Arab disebut al-bay‟u, at-tijarah, atau al-mubadalah, 

namun secara harfiah, jual beli merupakan tukar menukar. Pada hakikatnya, jual beli 

melibatkan perpindahan hak kepemilikan atas persetujuan bersama untuk 

menukarkan barang dengan uang atau dengan barang.
2
 Secara terminologi, Ulama 

Hanafiyah mendefinisikan dengan menukarkan barang yang diinginkan dengan 

sesuatu yang setara sesuai alur yang telah ditentukan.
3
 Para ulama fiqh mendefinisika 

melibatkan kesepakatan sesuai rukun dan syarat tertentu, dalam artian lain,

                                                      
 

1
 Ru‟fah Abdullah, “Fiqih Muamalah”. (Banten: Media Madani, 2020), 2. 

 
2
 Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi 

Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur”. Vol 5 No.1, Mizan Journal Islamic Law, 

2021,60. 

 
3
 Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, Jurnal Studia Islamika, Vol.11 No.2 (Desember, 

2014):373 
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dapat diartikan sebagai perjanjian sukarela antara kedua pihak guna menukarkan 

barang atau benda yang berharga berdasarkan persyaratan yang disepakati atau 

sebagaimana ditentukan oleh syariah.
4
 

Islam telah menetapkan pedoman hukum dalam jual beli yang diperbolehkan 

dan yang dilarang, serta persyaratan dan rukun yang diperbolehkan. Nabi Muhammad 

SAW menganjurkan upaya dalam akad jual beli, penentuan harga hendaknya 

didasarkan pada pihak penjual. Jual beli dalam Islam harus terhindar dari unsur 

gharar, riba, atau syubhat.
5
 Tindakan jual beli, harganya harus sesuai dengan harga 

yang umumnya tersedia di pasar. Hal terpenting dalam praktik jual beli adalah ijab 

dan qabul, karena menempati posisi utama kegiatan jual beli.
6
 

Proses jual beli dijelaskan dalam fiqh muamalah bahwa jika jual beli terdapat 

adanya shigat al-aqad (Ijab qabul), mahallul aqad (objek), al-aqidain (pihak yang 

berakad), dan maudhu‟ul aqad (tujuan akad), maka jual beli itu sah menurut Hukum 

Islam. Shigat al-aqad ini merupakan transaksi langsung yang menunjukkan kesiapan 

para pihak dalam melakukan jual beli. Hal tersebut dapat dilakukan secara lisan atau 

dengan tindakan. Mahallul aqad ialah objek yang diperjualbelikan secara langsung 

dan nyata. Al-aqidain ialah orang yang memenuhi syarat-syarat perjanjian jual beli 

                                                      
 

4
 Siti Choiriyah, Mu‟amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk 

Guru Madrasah Tsanawiyah), (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN 

Surakarta, 2009),17-18. 

 
5
 Puput Cahyati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Bibit Buah di Toko Tetesan 

Embun Pagi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo : Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo, 2020), 2. 

 
6
Ari Cahyo Pujianto, “Memahami Sarana Ijab Qobul dalam Jual Beli”, 

https://www.islampos.com/memahami-sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli-217773/, diakses pada 

tanggal 3 Maret 2016. 

https://www.islampos.com/memahami-sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli-217773/
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dan memiliki sifat-sifat kedewasaan, sehat, dan berakal serta pengetahuan yang cukup 

tentang hukum dan maudhu‟ul aqad (tujuan akad) yakni untuk memungkinkan 

penerimaan barang oleh pembeli dan untuk memastikan bahwa penjual mendapatkan 

keuntungan dari kegiatan juat beli tersebut.
7
 

Perjanjian atau akad mempunyai arti yang penting bagi manusia, terutama 

dalam berbisnis. Sebab, akad sebagai landasan dasar berbagai usaha dalam 

masyarakat. Dalam mengimplementasikan hukum akad, para pihak memiliki 

kewajiban dan hak masing-masing, menunjukkan adanya saling ketergantungan dan 

keseimbangan dalam melakukan akad tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 

pihak mempunyai tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi, namun juga 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dari pihak lain, 

contohnya terdapat pada kegiatan jual beli, yang mana penjual mempunyai kewajiban 

untuk memberikan barang dan pembeli wajib memberikan harga yang mana 

merupakan hak bagi seorang penjual.
8
 

Terkait dengan hal tersebut, islam menegaskan terkait pentingnya transaksi 

yang didasari oleh kepercayaan yang baik, memberikan pedoman bagi umatnya untuk 

berusaha maksimal., hingga nantinya diantara para pihak tidak ada yang dirugikan. 

Manusia sebagai mahluk individu yang mempunyai beragam kebutuhan dalam 

kehidupannya, manusia telah diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi segala 

                                                      
 

7
 Diah Syifaul A‟yuni dkk, Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam”, 

Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Jil.3 No.1, Maret 2018, 37. 

 
8
 Urbanus Uma Leu, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Jurnal Tahkim, Vol.X No.1, 

Juni 2014, 50. 
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kebutuhannya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut tidak mungkin jika 

dilakukan sendiri, dengan arti lain mereka perlu berkerja sama dengan orang lain. 

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) 

Denpasar Bali adalah organisasi pemerintah yang berupaya menciptakan genetika 

sapi Bali yang lebih baik dan berkelanjutan.
9
 BPTU-HPT ini juga menjadi salah satu 

pusat pemeliharaan serta memperjualbelikan bibit sapi unggul yang berada di 

Provinsi Bali. Namun, BPTU-HPT Denpasar juga memperjualbelikan bibit sapi Bali 

tersebut di luar Bali, misalnya Jawa, Kalimantan, NTB, Sumatra. Penjualan bibit sapi 

bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar Bali menurut Tarif PNBP, bibit sapi 

bali mulai diperjual belikan dari umur 3 bulan serta menggunakan sistem berat badan 

dan umur bibit sapi bali yang menjadi patokan harga untuk setiap jenis sapi tersebut.  

Jika dilihat dari peristiwa yang terjadi di Desa Pangyangan Kecamatan 

Pekutatan ini, jual beli bibit Sapi Bali yang telah disepakati para pihak didapati 

adanya kesenjangan terhadap proses jual belinya. Yang mana bibit Sapi Bali yang 

diperjualbelikan belum tersedia, maka wajib bagi pihak penjual atau BPTU-HPT 

Denpasar harus menyediakan dan menyiapkan bibit Sapi Bali sesuai dengan kriteria 

yang diingkan oleh pembeli untuk dapat diserahkan pada waktu yang telah 

ditentukan. Dari peristiwa tersebut menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dan 

ketidakjelasan terhadap objek yang diperjualbelikan. Berdasarkan latar belakang 

                                                      
9
 “Laporan Tahunan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.” 

https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/file/laporan/laporan-tahunan-2015.pdf, 

diakses pada tahun 2015, 2. 

https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/file/laporan/laporan-tahunan-2015.pdf
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diatas, peneliti juga ingin membahas terkait bagaimana Hukum Ekonomi Syariah 

menyikapi permasalahan kegiatan jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan di BPTU-

HPT Denpasar. Sementara itu, terdapat rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi 

supaya jual beli tersebut dianggap sah dalam pandangan Hukum Islam. Hal 

tersebutlah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut kedalam bentuk 

skripsi terkait: “Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan 

Kecamatan Pekutatan)”. 

B. Fokus Penelitian 

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas. Dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem jual beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan? 

2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam akad jual beli Bibit 

Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan terkait sistem jual beli Bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh 

BPTU HPT Denpasar yang berlokasi di Desa Pangyangan Kecamatan 

Pekutatan; 

2. Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli Bibit 
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Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar yang berlokasi di Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bentuk pendoman yang 

akan diserahkan sesudah penelitian selesai. Berikut beberapa manfaat teoritis dan 

praktis yang diharapkan : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara khusus, praktik akad jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan 

oleh BPTU-HPT Denpasar ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah 

merupakan hal yang menjadi tujuan untuk memberikan pemahaman dalam 

penelitian ini yang ditujukan bagi penulis serta pembaca.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sebuah laporan yang disusun guna memenuhi 

tugas akhir yang melibatkan penerapan metodologi penelitian dalam 

konteks hukum. Dan dapat juga untuk mempelajari informasi dan 

pengalaman baru dari upaya penelitian ini, serta mencapai hasil dan 

penemuan baru.  

b. Bagi Lembaga 

Memberikan informasi menyeluruh perihal Praktik Akad Jual Beli Bibit 

Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi 
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Bali Di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan). 

Dengan ini, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas dan juga 

memberikan wawasan pemikiran serta masukan yang positif. 

c. Bagi Universitas/Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi untuk keperluan 

akademik di perpustakaan UIN KHAS Jember dan juga referensi bagi 

mahasiswa yang hendak meneliti terkait “Praktik Akad Jual Beli Bibit 

Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi 

Bali Di BPTU HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan)”. 

d. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang dapat 

dipahami oleh masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman mereka terkait praktik akad Jual Beli Bibit Sapi Bali yang 

dilakukan oleh BPTU HPT Denpasar di Desa Pangyangan Kecamatan 

Pekutatan dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

e. Bagi Peneliti Lainnya 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber yang mengulas subjek 

yang sama dari perspektif yang berbeda, dengan tujuan memberikan 

pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait topik tersebut. 
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E. Definisi Istilah  

1. Praktik 

Praktik adalah sebuah perilaku yang terutama didasarkan pada sikap, 

meskipun sikap tidak selalu diwujudkan dalam tindakan.
10

 

2. Akad  

Secara etimologi akad (al-'aqd) yaitu mengikat, mengumpulkan, 

menyetujui, dan memperkuat, dan mengumpulkan antara dua sesuatu. Namun 

Secara terminologi, akad yaitu perjanjian yang disepakati oleh dua orang atau 

lebih, dimana kesepakatan tersebut disepakati dengan menggunakan ungkapan  

ijab qabul. Selain itu, pengertian akad menurut terminologi didasarkan pada 

apa yang diucapkan salah satu pihak pada saat melakukan akad, hal tersebut 

berdampak pada objeknya.
11

 

3. Jual Beli    

Secara bahasa, makna dari jual beli yaitu pertukaran barang dengan 

barang lainnya. Menurut syara‟ jual beli diartikan sebagai pertukaran 

kepemilikan harta antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan tketentuan 

yang . Al-bay‟, artinya jual beli, yang mengacu pada transaksi di mana 

pembeli dan penjual menukarkan barang dengan jumlah yang telah 

ditentukan. Sedangkan jual beli menurut syariat islam diartikan sebagai tukar-

                                                      
 

10
 Muhammad Rizki, Praktek Perjanjian Mawah (Bagi Hasil) pada Hewan Ternak Lembu 

Dilingkungan Mayarakat Aceh, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 4. 

 
11

  Sri Sudiarti, FIQH EKONOMI, (Medan : Wal Asri Publishing) 50. 
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menukar harta benda dengan suatu transaksi yang sah berdasarkan saling 

melepaskan atau mengalihkan hak milik. 

4. Bibit Hewan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 

tentang Peterenakan dan Kesehatan Hewan, ternak yang memenuhi syarat-

syarat tertentu untuk berkembang biak dan mempunyai sifat-sifat unggul yang 

diwariskan disebut bibit. Bibit ternak hanya disebut sebagai bibit hewan 

dalam undang-undang ini.
12

 

5. Sapi Bali  

Jenis sapi Indonesia yang dikenal dengan sebutan “Sapi Bali” ini 

sangat berpotensi untuk menghasilkan daging. Keturunan awal sapi jantan 

yang dikenal dengan kelompok Bibovine merupakan asal muasal Sapi Bali. 

Sapi jantan dan sapi Bali mempunyai kemiripan karakreristik dan bentuknya. 

Sapi Bali secara mempunyai performa produktivitas yang baik. Dengan 

demikian, plasma nutfah penyusun sumber daya genetik sapi Bali adalah 

bagian dari aset negara dan harus dilestarikan manfaatnya secara spesifik.
13

 

6. BPTU HPT  

BPTU-HPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menangani 

                                                      
 

12
 David Sigalingging, Menerapkan Pengadaan Bibit Aneka Ternak, 

https://www.bintannews.com/2022/04/pengadaan-bibit-aneka-ternak.html, diakses pada tanggal 27 

April 2022. 

 
13

 Rian Aguspratama, “Standarisasi Performans Calon Bibit Sapi Bali Maiwa Breeding 

Center (MBC) Pola Partisipatif Masyarakat Kabupaten Barru”, (Makasar : Universitas Hasanuddin 

Makasar, 2020), 1. 

https://www.bintannews.com/2022/04/pengadaan-bibit-aneka-ternak.html
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semua atas yang berkaitan dengan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, 

pelestarian, pengembangan, dan distribusi sapi Bali berkualitas, serta 

distribusi benih/bibit hijauan. Pusat ini berada dibawah pengawasan langsung 

dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
14

 

7. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kerangka hukum yang mengatur 

aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip islam dari sumber hukum normatif 

dan dasar hukum formal. Ini mencakup segala hal mulai dari transaksi 

keuangan hingga praktik jual beli yang diatur dengan mempertimbangkan 

nilai-nilai dan ajaran islam. Hukum diperlukan bagi masyarakat untuk 

mengatur, menegakkan ketertiban hukum, dan menyelesaikan perselisihan 

perdamaian yang pasti muncul dalam hubungan ekonomi untuk mengatasi 

berbagai potensi permasalahan sosial.
15

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah struktur yang terorganisir untuk menyajikan 

informasi penelitian secara terperinci dan sistematis Berikut ini adalah pemaparan 

sistematika pembahasannya: 

1. Bab 1, dalam skripsi merupakan bagian pendahuluan yang meliputi beberapa 

sub-bagian seperti latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

                                                      
 

14
 BPTU HPT Denpasar, Laporan Tahunan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan 

Pakan Ternak, https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/file/lap-tahunan-2017.pdf, 

diakses pada tahun 2017, 4. 

 
15

 Abdul Wahab, Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: PENERBITAN ZAHIR, 

2020), 8. 

https://bptuhptdenpasar.ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/file/lap-tahunan-2017.pdf
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penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

2. Bab II, yaitu bagian yang meliputi tinjauan pustaka. Biasanaya, bab ini terdiri 

dari bebeapa sub-bagian seperti kajian pustaka yang didalamnya terdapat 

penelitian terdahulu dan kajian teori. 

3. Bab III, yaitu bagian yang meliputi metode penelitian yang tediri dari 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian. 

4. Bab IV, yaitu bagian yang berisi tentang analisa data dan pembahasan, yang 

mencakup praktik akad jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan oleh BPTU-

HPT Denpasar dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.  

5. Bab V, yaitu bagian terakhir yag mencakup tentang kesimpulan dari 

penelelitian serta berisi saran untuk penelitian selanjutnya. Bab penutup ini 

biasanya terdiri dari beberapa sub bagian yakni, kesimpulan dan saran.  

6. Daftar Pustaka, merupakan bagian yang berisi terkait daftar semua sumber 

yang dikutip atau dirujuk dalam penulisan skripsi, yang meliputi semua buku, 

jurnal, artikel, makalah, situs web, atau sumber lainnya yang digunakan untuk 

mendukung argumen, analisis, ataupun pernyataan. 

7. Lampiran, berisi materi tambahan ang mendukung atau melengkapi isi 

skripsi. Materi tambahan ini dapat berupa data tambahan, contohnya 

wawancara, dokumen-dokumen, atau informasi lainnya yang relevan. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Tujuan penggunaan penelitian terdahulu ini untuk membandingkan dan 

memastikan bahwa tidak ada penelitian yang serupa dari penelitian yang telah 

dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti. Hal tersebut juga bertujuan supaya tidak ada 

peniruan dari karya orang lain.  

a. Skripsi yang ditulis oleh Miftahur Rahmah (2022), yang berjudul “Tinjauan 

Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada Inseminasi Buatan Di 

Nagari Aripan Kabupaten Solok”, membahas terkait tinjauan fiqh muamalah 

dan sistem jual beli bibit (sperma) sapi Nagari Aripan Kabupaten Solok. 

Penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk 

memaparkan fenomena yang diteliti dengan detail. Data yang diperoleh 

dikumpulkan melalui serangkaian teknik, termasuk analisis dokumen untuk 

memeriksa catatan yang relevan, tinjauan literatur untuk mendapatkan wawasan 

dari penelitian terdahulu, wawancara untuk mendapatkan pandangan langsung 

dari subjek yang terlibat, dan observasi untuk mengamati situasi secara 

langsung di lapangan.  

 Data yang terkumpul menunjukkan bahwa proses inseminasi buatan 

sapi melibatkan pengawasan ketat oleh pengawas petigas inseminasi buatan. 

Peneliti juga menegaskan bahwa kualitas dan kuantitas sperma dapat 
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diidentifikasi dari kualitas benih, dan proses jual beli bibit (sperma) dapat 

diidentifikasi dari kualiats bibit. Untuk proses jual beli bibit (sperma) saat 

inseminasi buatan sapi di Nagari Aripan Kabupaten Solok tidak mengandung 

unsur ketidakpastian (gharar) serta telah memenuhi persyaratan dalam Hukum 

Islam. Pada penelitian terdahulu Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli 

Bibit (sperma) Sapi pada inseminasi buatan telah menunjukkan perbedaannya 

pada objek penelitiannya. Yang mana penelitian terdahulu yaitu bibit (spema) 

sapi, sementara objek penelitian peneliti adalah bibit hewan (sapi bali) yang 

mulai berumur 3 bulan.
16

 

b. Skripsi yang ditulis oleh Heri Purwanto (2019), berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di 

Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kbupaten Way Kanan, Lampung)”, 

membahas terkait praktik akad jual beli dan tinjauan Hukum Islam terhadap 

akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Desa Bandar Sari Kecamatan 

Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung. Penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif analisis dengan sumber data dari lapangan dan 

perpustakaan, serta menerapkan observasi dan wawancara sebagai metodi 

penelitian yang utama. 

 Penelitian menunjukkan bahwa jual beli bibit lele di Desa Bandar Sari, 

Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Lampung, menerapkan sistem 

                                                      
 

16
 Miftahur Rahmah, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit Sapi Pada 

Inseminasi Buatan Di Nagari Aripan Kabupaten Solok, (Skripsi, Universiats Islam Negari Sultan 

Syarif Kasim Riau, 2020). 
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sampling untuk menentukan total bibit lele per ekornya dalam satu porsi. 

Namun, menurut Hukum Ekonomi Islam, belum ada kepastian tentang total 

bibit lele per ekornya setelah hitungan gelas pertama. Meskipun demikian, hal 

ini tidak memengaruhi penjual atau pembeli sebab keduanya saling rela. 

Praktek ini dilakukan karena gelas sampling hanya digunakan untuk 

menentukan harga per ekor bibit lele, sementara gelas lainnya mengaplikasikan 

sistem takaran.
17

 Yang menjadi perbedaan terdapat pada objek jual belinya, 

pada penelitian terdahulu Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bibit lele, 

sementara objek penelitian dari peneliti yaitu bibit hewan (sapi bali). 

c. Skripsi yang ditulis oleh Mahfud pada (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sapi 

Secara Kredit (Studi Kasus di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang, 

Kabupaten Situbondo)”. Skripsi ini membahas tentang proses dan penyelesaian 

terjadinya wanperstasi jual beli sapi menggunakan kredit di Desa Tamankursi 

Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo berdasarkan Hukum Ekonomi 

Syariah. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan studi kasus sebagai jenis penelitian. Sementara itu, pengumpulan 

datanya melalui wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis 

dokumen. Dan validitas data diuji menggunakan triangulasi teknik. 

                                                      
 

17
 Heri Purwanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem 

Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung, 

(Skripsi, Uinversitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 
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 Penelitian menunjukkan bahwa proses wanprestasi dalam penjualan sapi 

menggunakan kredit di Desa Tamankursi, Sumbermalang, Situbondo, tidak 

mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh negara ataupun agama Islam. Ini 

disebabkan oleh kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis yang sah. Masyarakat 

Tamankursi menghadapi wanprestasi dengan cara sederhana dan tidak terburu-

buru. Mereka menghindari menagih pembayaran langsung kepada pembeli dengan 

cara meminjam uang terlebih dahulu atau menyelesaikan masalah secara 

kekeluargaan untuk mencegah konflik. Jika pembayaran tidak dilakukan tepat 

waktu, pemilik sapi akhirnya melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib. 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menyimpulkan bahwa tindakan wanprestasi di 

Desa Tamankursi tidak sesuai dengan prinsip Islam.
18

 

d. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit (Studi di Desa Bumisari 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini membahas 

tentang praktik akad jual beli sapi bunting di desa Sritejo Kencono Kecamatan 

Kota Gajah Lampung Tengah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan metode kualitatif. Untuk pengumpulan datanya berupa wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang dihasilkan langsung dari penjual dan pembeli.  

 Hasil penelitian ini dilakukan oleh peneliti terdahulu bahwa di Desa 

Bumisari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, terdapat praktik jual beli 

                                                      
 

18
 Mahfud, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian 

Jual Beli Sapi Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tamankursi Kecamatan Sumbermalang, 

Kabupaten Situbondo”. (Skripsi, Univeritas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 
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kambing yang sakit. Yang mana dalam praktiknya, pihak penjual menawarkan 

kambing sakitnya tanpa memberi tahu pembeli bahwa hewan tersebut terserang 

penyakit masuk angin. Praktik ini tentu melanggar prinsip jual beli dalam 

Islam. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa jual beli kambing sakit (masuk 

angin) di Desa Bumisari hukumnya adalah dilarang, karena objek yang dijual 

tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan, mak hukumnya fasid.
19

 

e. Skripsi yang ditulis oleh Jefri Purwo Carito (2020), yang berjudul “Praktik 

Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi 

Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah 

Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 

praktik akad jual beli sapi bunting di desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota 

Gajah Lampung Tengah menggunakan penelitian deskriptif dengan metode 

kualitatif. Sementara untuk data yang dihasilkan melalui wawancara (interview) 

dan dokumentasi. 

 Penelitian ini menyatakan bahwa di Desa Sritejo, praktik jual belinya 

memenuhi rukun-rukunnya, tetapi syarat pendukungnya tidak terpenuhi. Praktik 

ini mencakup pola jual beli yang diterapkan oleh bangsa jahiliyah yang dikenal 

sebagai Bai' Habl al-Habalah, yang dinyatakan sebagai transaksi yang dilarang 

oleh Allah SWT.
20

 

                                                      
 

19
 Nurul Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Hewan Ternak Sakit”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 

 
20

 Jefri Purwo Carito, “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi 
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Tabel 2. 1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Persamaan Perbedaan 

1. 

Miftahur 

Rahmah 

(2020) 

Tinjauan Fiqh 

Muamalah 

Terhadap Jual 

Beli Bibit Sapi 

Pada 

Inseminasi 

Buatan Di 

Nagari Aripan 

Kabupaten 

Solok 

Persamaan 

antara skripsi 

ini dengan 

penelitian 

peneliti ialah 

keduanya 

membahas 

topik yang 

sama yaitu, 

Jual Beli Bibit 

Sapi 

Perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian 

peneliti ialah terletak pada 

subjek yang dibahas. Skripsi 

sebelumnya mengulas tentang 

Tinjauan Fiqh Mualamah 

terhadap jual beli bibit sapi 

pada inseminasi buatan, 

sedangkan penelitian peneliti 

mengkaji praktik akad jual 

beli hewan (bibit sapi Bali) 

dari perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. 

2. 

Heri 

Purwanto  

(2019) 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Terhadap Jual 

Beli Bibit Lele 

Dengan Sistem 

Takaran (Studi 

Kasus di Desa 

Bandar Sari, 

Kecamatan 

Way Tuba 

Kabupaten 

Way Kanan, 

Lampung) 

Penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

peneliti 

memiliki 

kesamaan 

dalam 

mengulas 

terkait jual beli 

bibit hewan 

ternak. 

Perbedaan antara penelitian 

ini dan penelitian peneliti 

terletak pada objeknya. 

Penelitian terdahulu meng-

kaji Tinjauan Hukum Islam 

terhadap jual beli bibit lele, 

sementara penelitian peneliti 

membahas terkait Praktik 

Akad Jual Beli Bibit Hewan 

(Sapi Bali) dari Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. 

                                                                                                                                                       
Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah 

Lampung Tengah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). 
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3. 
Mahfud 

(2021) 

Tinjauan 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah 

Terhadap 

Wanprestasi 

Dalam 

Perjanjian Jual 

Beli Sapi 

Secara Kredit 

(Studi Kasus Di 

Desa 

Tamankursi 

Kecamatan 

Sumbermalang 

Kabupaten 

Situbondo) 

Penelitian ini 

dan penelitian 

peneliti 

memiliki 

kesamaan 

dalam mengkaji 

Jual Beli Sapi 

dengan 

Tinjauan 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah 

Perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dan penelitian 

peneliti terletak pada 

permasalahannya. Penelitian 

ini mengulas terkait Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap wanprestasi dalam 

perjanjian jual beli sapi 

secara kredit. 

Sedangkan  penelitian 

peneliti membahas praktik 

akad jual beli bibit hewan 

(sapi Bali) dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. 

4. 

Nurul 

Amalia 

(2019) 

Tinjauan 

Hukum Islam 

Tentang Jual 

Beli Hewan 

Ternak Sakit 

(Studi di Desa 

Bumisari 

Kecamatan 

Natar 

Kabupaten 

Lampung 

Selatan) 

Penelitian ini 

dan penelitian 

sebelumnya 

memiliki 

kesamaan 

dalam mengkaji 

topik tentang 

jual beli hewan 

ternak  

Perbedaan antara penelitian 

ini dan penelitian peneliti 

terletak pada permasalahan-

nya, yang mana penelitian 

ini mengulas Tinjauan 

Hukum Islam terkait jual 

beli hewan ternak sakit.  

Sementara  penelitian peneliti 

ini meneliti Praktik Akad Jual 

Beli Bibit Hewan (Sapi Bali) 

dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah 

5. 

Jefri 

Purwo 

Carito 

(2020) 

Praktik Akad 

Jual Beli 

Hewan Ternak 

Perspektif 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah (Studi 

Kasus Jual Beli 

Sapi Bunting di 

Desa Sritejo 

Kencono 

Kecamatan 

Penelitian ini 

dan penelitian 

peneliti 

memiliki 

kesamaan 

dalam 

mempelajari 

transaksi jual 

beli hewan 

ternak, 

khususnya sapi, 

dengan 

Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian peneliti 

terletak pada permasalahan-

nya, penelitian terdahulu 

mempertimbangkan Jual Beli 

Sapi Bunting dengan 

Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah.  

Sementara  penelitian peneliti 

ini mengkaji Jual Beli Bibit 

Sapi Bali dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. 
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Kota Gajah 

Lampung 

Tengah 

menggunakan 

perspektif 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah 

 

B. Kajian Teori 

1. Akad 

a. Pengertian Akad 

 Akad (al-„aqdu) yang secara etimologis merujuk pada perikatan, 

perjanjian, dan pemufakatan. Akad dalam terminologi fiqih dijelaskan 

sebagai tindakan yang menyatakan kesepakatan yang sesuai dengan 

pprinsip-prinsip syariah yang mempengaruhi suatu perjanjian. Istilah 

„aqdu merujuk pada proses terbentuknya dua perjanjian atau lebih, 

dimana seseorang membuat janji yang setelah itu disetujui oleh pihak 

lain, dan kemudia pihak tersebut membuat janji lain yang terkait dengan 

janji pertama, maka hal tersebut telah membentuk perikatan dua janji. Hal 

ini menunjukkan bahwa adanya saling keterkaitan diantara kedua pihak 

yang berakad. Dalam pengertian Terminologi, akad dapat diartikan 

sebagai perjanjian ijab dan qabul yang diakui sah menurut Hukum 

Syariah Islam, dengan kesepakatan dan kerelaan dari pihak yang 

terlibat.
21

 

 Selanjutnya konsep akad dapat dipahami baik secara umum 

                                                      
 

21
 Andi Intan Cahyani, FIQH MUAMALAH,  (Makasar, Alauddin University Press, 2013), 32. 
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maupun khusus sesuai dengan terminologi fiqh. Para ulama fiqh  

mendefinisikan akad dalam pengertian umum yaitu :  

فَردَِةٍ كَاالْوَقْفِ أمَْ اِحْتَاجَ إِلََ إِرَ  ادَتَ يِْْ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِوِ ، سَوَاء  صَدَرَ مِنْ إِراَدَةٍ مُن ْ
 .كَاالْبَ يْعِ   فِ إِنْشَائوِِ 

Artinya : “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar 

kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau 

sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, 

seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.”  

 Untuk pengertian khusus akad merupakan : 

 اِرْتبَِاطُ إِيَْْابٍ بقَِبُ وْلٍ عَلَى وَجْوٍ مَشْرُوْعٍ يَ ثْ بُتُ أثََ رهُُ فِ مَََلِّوِ 
Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan 

hukum syara‟ yang berdampak pada objeknya.dan keterkaitan ucapan 

salah satu orang yang membuat aqad dengan lainnya sesuai syara‟ pada 

suatu objek dan berdampak pada obyek itu.” 
22

 

 Akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah 

persetujuan bersama yang dibuat oleh dua orang atau lebih dalam sebuah 

perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum 

tersebut.
23

  

 Dasar Hukum dilaksanakannya suatu akad dalam Al-Qur‟an 

dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 1: 

مْ بَِ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ واْا اوَْفُ وْا بِِلْعُقُوْدِِۗ احُِلَّتْ لَك ُ رَ مَُِلِّى يٰآ لٓى عَلَيْمُمْ يَي ْ يْمَُ  ااَْنَْ عَامِ اِاََّ مَا يُ ت ْ
َ يََْمُمُ مَا يرُيِْدُ   اِنَّ اللّّٓ

ِۗ
 الصَّ يْدِ وَانَْ تُمْ حُرمُ 

                                                      
22

 Akhmad Farroh Hasan, FIQH MUAMALAH dari Klasik hingga Kontemporer, (Malang: 

UIN-Maliki Malang Press, 2018), 22-23.  
23

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, (Jakarta; PRENADAMEDIA, 2019), 72. 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, 

dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”
24

 

b. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad  

 Ulama-ulama selain Hanafiah atau Jumhur Ulama Fiqh 

menegaskan rukun akad sebagai berikut
25

: 

1. Orang yang berakad („aqid) 

 Pihak yang berakad dapat berupa perseorangan atau badan 

usaha yang mempunyai kecakapan hukum.  

2. Objek Akad (Ma‟qud „alaih) 

 Berikut syarat yang harus dipenuhi terhadap objek akad, 

diantaranya :  

1) Objek jual beli harus tersedia ketika akad; 

2) Objek jual beli harus sesuai dengan syara‟ serta dimiliki penuh 

oleh pemiliknya. Dilarang melakukan transaksi atas barang-

barang tertentu seperti, darah, anjing, babi, bangkai; 

3) Objek transaksi dapat diberikan ketika akad, atau pada waktu 

yang ditentukan kemudian;  

                                                      
24

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,106.  

 
25

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar FIQH MUAMALAH, (Yogyakarta: PUSTAKA 

PELAJAR, 2015), 51-58 
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4) Pentingnya kejelasan mengenai objek jual beli, dimaksudkan 

agar kedua belah pihak mengetahui secara rinci terkait objek 

tersebut, dengan tujuan mencegah terjadinya permasalahan di  

masa yang akan datang; 

5) Objek harus suci. 

3. Shigat  

 Sighat adalah ijab qabul, yakni ungkapan yang menandakan 

kesepakatan dari kedua pihak yang terlibat dalam akad. Ijab qabul 

bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk (shigat) seperti tindakan, 

ucapan, ataupun isyarat. Ucapan bisa disampaikan dengan berbagai 

cara, yang terpenting adalah dapat mengungkapkan maksud dan 

tujuan dengan jelas. 

b. Syarat Akad 

1) Syarat Terjadinya Akad  

Setiap akad harus memenuhi syarat umum sebagai 

berikut
26

: 

a) Pihak penjual dan pembeli harus mempunyai kecakapan hukum; 

b) Objek akad harus dapat menerima hukumnya; 

c) Akad harus sesuai dengan syara‟ dan dilaksanakan kepada pihak 

yang memiliki kewenangan, meskipun bukan pemilik barang 

                                                      
26

 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, FIQH MUAMALAT, (Jakarta 

: Kencana Media Group, 2010), 54-55. 
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(„aqid); 

d) Tidak boleh akad tersebut diharamkan oleh Hukum Syariah; 

e) Dalam akad, setiap pihak harus mendapatkan manfaat yang 

setara dari transaksi tersebut; 

f) Ijab berjalan terus, maksudnya setelah ijab (penawaran) 

dilakukan, penawaran tersebut tetap berlaku dan tidak dapat 

dicabut atau ditarik kembali sebelum qabul (penerimaan). 

Dengan kata lain, pihak yang melakukan ijab tidak dapat 

membatalkan penawaran tersebut setelah ijab dilakukan, kecuali 

telah terjadi qabul oleh pihak lain;  

g) Jika ijab (penawaran) telah dilakukan oleh salah satu pihak 

dalam transaksi, dan sebelum qabul (penerimaan) dilakukan oleh 

pihak lain, jika pihak yang melakukan ijab berubah pikiran, 

maka ijab tersebut dianggap batal. 

Sedangkan syarat khusus ialah ketentuan tambahan yang 

harus dipenuhi dalam sebagian akad. Syarat ini diperlukan untuk 

pelengkap, dan harus ada bersamaan dengan syarat umum guna 

menetapkan atau menegaskan berbagai aspek khusus yang terkait 

dengan pelaksanaan akad tersebut. 

2) Syarat Pelaksanaan Akad 

 Dua syarat penting dalam pelaksanaan akad yakni 
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kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan mengacu pada hak 

seseorang atas suatu barang sesuai dengan prinsip syariah, 

sementara kekuasaan meunjukkan pada kewenangan pihak yang 

berakad untuk melakukan transaksi terkait dengan barang tersebut.  

3) Syarat Kepastian Akad (Luzum) 

 Dasar utama dalam suatu akad yaitu kepastian. Contohnya 

kegiatan jual beli, terdapat prinsip-prinsip misalnya khiyar „aib, 

khiyar syarat, dan lain-lain. Apabila terdapat luzum mendesak yang 

muncul, dengan demikian akad tersebut dapat dibatalkan.
27

 

c. Macam-Macam Akad Jual Beli 

 Berikut macam-macam akad serta penjelasannya ditinjau dari 

perspektif fikih sebagai berikut
28

: 

1) Akad murabahah, bentuk jual beli dengan harga asal ditambah 

keuntungan yang disepakati. Untuk menjadi akad yang sah, 

pembeli harus mengetahui harga awal, biaya tambahan (jika ada), 

dan jumlah keuntungan. Oleh karena itu, murabahah yaitu kontrak 

yang berdasarkan kepercayaan; 

2) Akad istishna‟, akad jual beli perjanjian dalam Islam di mana 

seseorang meminta pembuatan barang/memesan barang sesuai 

                                                      
27

 “Rukun dan Syarat Akad”, Universitas Islam An Nur Lampung, 16Agustus 2021,  

https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/. 

 
28

 Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif 

Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”, Al-„Adalah, Vol.XXI No.4, Desember 2015, 787-

792. 

https://an-nur.ac.id/rukun-dan-syarat-akad/
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dengan spesifikasi yang telah disepakati, dengan pembayaran 

yang dilakukan di awal. Sebagian Ulama menyatakan jual beli 

istishna‟ boleh, termasuk fikih Hanafiyah, karena telah menjadi 

kebiasaan yang mengandung unsur kebaikan. Rukun dan syarat 

akad istishna‟, pihak-pihak yang terlibat, objek akad, ijab dan 

qabul. 

3) Akad salam, akad jual beli di mana pembeli membayar harga 

barang secara tunai di awal, namun barang yang dibeli belum 

tersedia pada saat transaksi dilakukan, hanya karakteristik, jenis, 

dan ukurannya yang telah disebutkan pada saat perjanjian dibuat. 

Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan, sesuai dengan Al- 

Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika 

melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas 

dan waktu yang tepat. 

4) Akad musyarakah (shirkah), yaitu pencampuran harta antara dua 

orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan 

dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Ini adalah bentuk 

kerjasama ekonomi yang adil dan berdasarkan prinsip keadilan 

dalam Islam. 

5) Akad mudharabah, kesepakatan antara dua pihak di mana salah 

satu pihak menyerahkan sejumlah uang (modal) kepada pihak lain 

untuk diperdagangkan, dan keuntungan yang dibagi sesuai 
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perjanjian, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal.  

2. Akad Salam  

a. Pengertian Akad Salam 

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli 

jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan 

penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal 

akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama 

Syafi‟iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang 

pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada 

waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. 

Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal 

(pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan 

diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. 

Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan 

dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. 

Secara bahasa salam atau salaf bermakana: “Menyegerakan modal dan 

mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam merupakan “jual beli pesanan” 

yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara 

menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan 
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kemudian pada waktu tertentu.
29

 

b. Dasar Hukum Salam  

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini 

berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-quran di antaranya:  

a. Surat Al-Baqarah: 282:  

يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ واا۟ إِذَا  تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلََآ أَجَلٍ مُّسَمًّى فٱَكْتُ بُوهُ   يَآَ  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya”.  

b. Hadis Jual Beli Salam “Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika 

Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual 

beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua 

tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam 

hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan 

timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”. 

(Muslich, 2015: 243).  

c. Ijma‟ Kesepakatan ulama‟ (ijma‟) akan bolehnya jual beli salam 

dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa 

semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam 

                                                      
29

 Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.4 No.1, Juni 

2016, 123-124. 
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diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk 

memudahkan urusan manusia. Ketentuan ijma‟ ini secara jelas 

memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam. 

3. Jual Beli 

b. Pengertian Jual Beli 

 Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

ba‟i merupakan jual beli yang melibatkan pertukaran antara barang 

dengan barang, atau barang dengan uang.
30

 Jual beli memiliki makna 

yang luas menurut bahasa termasuk al-bai‟, al-tijarah dan al-mubadalah, 

dalam firman Allah SWT: 

رةًَ لَّن تَ بُورَ   يَ رْجُونَ تَِٓ
Artinya : “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan 

rugi.” (Q.S. Fathir :29).
31

 

 Selanjutnya jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta, dimana 

biasanya terjadi pertukaran barang dengan uang melalui suatu perjanjian 

sukarela yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kepemilikan atas 

barang tersebut. Kerelaan dan kesepakatan antara dua pihak adalah kunci 

dari jual beli, sebab tanpa kesepakatan tersebut jual beli menjadi tidak 

sah.
32

  

                                                      
30

 Mardani, FIQH EKONOMI SYARIAH Fiqh Muamalah, (Jakarta: PRENADA MEDIA 

GROUP,2012), 101. 

 
31

 Kementerian Agama RI, Al-Qu‟an dan Terjemahannya, 437. 
32

 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21-22 
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 Dalam jual beli terdapat dua pihak yang terlibat dan objek jual 

beli harus halal serta membawa kemanfaatan bagi keduanya. Kedua belah 

pihak memiliki hak kepemilikan yang sah. Hal ini menandakan bahwa 

telah terpenuhinya rukun dan persyaratan jual beli dan sah hukumnya.
33

 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

 Jual beli diisyaratkan oleh Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟, yakni: 

a. Al-Qur‟an 

ُ ٱلْبَ يْعَ وَحَرَّمَ ٱلربَِّ وٓا۟     وَأَحَلَّ ٱللَّّ
Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” Q.S. Al-Baqarah ayat 275).
34

 

 Riba ini merupakan praktik menetapkan nilai tambahan atau 

bunga pada kegiatan jual beli dan hutang piutang. Hal tersebut berarti 

memperoleh keuntungan tambahan tanpa adanya kontribusi yang 

produktif atau resiko yang sesuai, yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip ekonomi Islam dan merupakan hal yang dilarang dalam agama 

islam.
35

 

نَمُمْ بِِلْبَاطِلِ اِاََّا انَْ تَمُوْنَ تَِارةًَ عَنْ  يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُ وْا اََ تََْكُلُواْا امَْوَالَمُمْ بَ ي ْ نْمُمِْۗ يٰآ تَ راَضٍ مِّ
َ كَانَ بِمُمْ رَحِيْمًاوَاََ تَ قْتُ لُواْا   اِنَّ اللّّٓ

انَْ فُسَمُمِْۗ  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

                                                      
33

 Sohari Sahrani dan Ru‟fah Abdullah, FIKIH MUAMALAH, (Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia, 2011), 65-66. 
34

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 47. 
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Raditya Wardana, Pengertian Riba Serta Memahami Jenis dan Contohnya, 

https://lifepal.co.id/media/riba/#Pengertian_riba, diakses pada tanggal 5 Juli 2021. 
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memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyanyang kepadamu.” (QS Surah An-Nisa ayat 29.
36

 

 Allah telah mengharamkan memperoleh harta orang lain 

secara bathil, kecuali melalui jual beli yang berdasarkan kesepakatan 

bersama. Jual beli yang dilaksanakan dengan terpaksa dianggap tidak 

sah, bahkan jika ada pembayaran/ganti rugi.
37

 

b. Sunnah 

اَ الْبَ يْعُ عَنْ تَ راَضٍ )رواه البيهقي وابن ماجو(  وَإِنََّّ
 Artinya : “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi.” (HR. 

Baihaqi dan Ibnu Majjah). 

بَ أرََدَ اللهُ بقَِوْمٍ نََّاَءً، رَزَقَ هُمُ السَّمَاحََ  وَالْعَفَافَ، وَإِذَا أرَاَدَ بِقَوْمٍ اقْتِطاَعًافَ تَحَ عَلَيْهِمْ بَِ إِذَا 

 )خِيَانٍَ  )الطبراني

 Artinya : “Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan 

kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan 

dalam jual beli dan kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan 

bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi 

mereka pintu pengkhianatan.” (HR. Athabrani).
38

 

c. Ijma‟ 

 Umat islam telah berijma‟ bahwa jual beli adalah kegiatan yang 

halal dan diberkahi dalam ajaran Islam. Hal tersebut dianggap sebagai 

satu strategi untuk memperoleh rezeki yang halal, berdasarkan prinip 

                                                      
 

36
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 83.  

 
37

 Hanafi K, Surat An Nisa Ayat 29, Tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara Yang 

Bathil, 22 Agustus, 2022, https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-29. 

 
38

 Abu Ubaidillah, Kumpulan Hadist tentang Muamalah Jual Beli Dalam Islam”, 

https://www.abiabiz.com/hadits-tentang-muamalah/, diakses pada tanggal 2 November 2023. 
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Ekonomi Islam.
39

 

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

 Berikut rukun jual beli beserta penjelasannya sebagai berikut
40

 : 

1. Penjual dan Pembeli, (berakal, baligh, dan rusyd). 

Jual beli oleh anak kecil atau orang gila yang tidak dalam kondisi yang 

sehat tidak sah secara hukum. 

2. Barang yang diperjualbelikan, dengan syarat : 

a) Barang tersebut ada saat transaksi (akad); 

b) Barang itu mempunyai kemanfaatan bagi manusia. Oleh karena itu, 

menurut Hukum Syariah, barang-barang seperti khamr, darah, 

binatang babi tidak dapat di jual belikan karena tidak boleh 

dimanfaatkan oleh umat Islam; 

c) Barang tersebut belum menjadi milik orang lain; 

d) Barang dapat dialihkan kepemilikannya saat proses akad 

berlangsung.  

3. Harga (uang), adapun syarat-syaratnya sebagai berikut : 

a) Harga harus sesuai dengan kesepakatan dan jelas: 

b) Harga dapat diserahkan pada saat akad, baik menggunakan uang 

tunai atau kartu kredit;  

c) Jika jual beli mengunakan sistem barter, maka barang yang sama 
                                                      

39
 Ahmad Sarwat, “FIQH Jual Beli”, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 8. 

40
 Harun, “FIQH MUAMALAH”, (Surakarta: Muhammadiyah Unversity Press, 2017), 68-71. 
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harus memiliki harga, kuantitas dan kualitasnya yang sama. Namun, 

apabila barangnya berbeda, maka harga, kuantitas, dan kualitas 

boleh berbeda dan pembayaran harus dilakukan secara tunai. 

4. Ijab qabul, dengan syarat : 

a) Ucapan ijab dan qabul harus jelas; 

b) Proses ijab dan qabul dilakukan di satu tempat; 

c) Ucapan ijab qabul boleh dilakukan melalui berbagai cara, baik 

secara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan 

kesepakatan.  

d. Prinsip-Prinsip Jual Beli 

 Berikut adalah prinsip jual beli beserta penjelasannya
41

 : 

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid) 

  Prinsip ini menjelaskan segala sesuatu adalah milik Allah SWT 

dan segala kegiatan tidak terlepas dari pengawasan-Nya. Dalam 

penerapannya, prinsip ini tercermin dalam perilaku seorang pengusaha 

muslim yang menghindari kegiatan jual beli yang melibatkan riba, 

sebab itu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menetapkan 

riba sebagai haram. 

2. Prinsip Kerelaan 

                                                      
41

 Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada 

E-Commerce Islam di Indonesia”, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol.17 No.1, Maret 2020, 

52-53. 
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  Prinsip ini dalam jual beli mengacu pada kondisi dimana ijab 

dan qabul dilakukan dengan suka rela tanpa tekanan dari orang lain, 

serta terbebas dari segala bentuk intimidasi, penipuan, dan penyamaran 

(Hidayat, 1998). 

3. Prinsip Kemanfaatan 

  Maksud dari prinsip kemanfaatan dalam jual beli bahwa 

pelaksanaan jual beli harus diharapkan adanya keuntungan, baik dari 

objek maupun dari hasil kegiatan jual beli itu sendiri. Hal ini 

menekankan pentingnya adil dan saling menguntungkan dalam sebuah 

jual beli 

4. Prinsip Keadilan 

  Maksud dari prinsip keadilan dalam jual beli merupakan suatu 

tindakan untuk menghindari perlakuan tidak adil. Pihak penjual di 

wajibkan untuk memperlakukan semua pembeli dengan adil, dan 

sebaliknya. Disamping itu, bagian dari prinsip ini ialah penetapan 

harga yang sewajarnya dan tidak monopoli. 

5. Prinsip Kejujuran 

  Dalam konteks jual beli, menerapkan prinsip kejujuran ini 

berarti menyediakan informasi yang jelas, benar, dan lengkap kepada 

pihak lain tanpa ada yang disembunyikan. Prinsip kejujuran ini 

melarang segala bentuk penipuan, baik itu dilakukan melalui perkataan 
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atau tindakan.  

6. Prinsip Kebebasan 

  Prinsip kebebasan dalam konteks jual beli adalah memberikan 

hak kepada pihak yang terlibat untuk membuat keputusan atau 

memilih sesuai dengan prinsip syariah islam. Salah satu 

implementasinya adalah melalui konsep khiyar yang memberikan 

pihak yang berakad memiliki hak untuk menentukan apakah ingin 

melanjutkan atau membatalkan akadnya. 

4. Jual Beli Terlarang 

a. Jual Beli Gharar 

 Jual beli gharar merupakan bentuk jual beli yang melibatkan 

unsur ketidakjelasan yang menyebabkan ketidakpastian terkait hak dan 

kewajiban jual beli tersebut. Gharar menurut terminologi fiqh merupakan 

ketidaktahuan tentang akibat suatu kejadian atau transaksi jual beli, atau 

kekurangan informasi yang menyebabkan ketidakjelasan dalam jual beli.  

 Hukum terhadap suatu hal bergantung pada bagaimana kita 

mempersepsikannya. Larangan jual beli gharar menurut Ibnu Taimiyah 

yang berdasarkan pada larangan Allah SWT, sesuai dengan QS. Al-

Baqarah ayat 188 berikut
42

 : 

                                                      
42

 Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi“, Al-Iqtishad, 

Vol.1 No.1, Januari 2009, 54-56. 
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نَمُمْ بِِلْبَاطِلِ وَتدُْلُوْا بوَِ آ اِلََ الْْمَُّامِ لتَِأْكُلُوْا فَريِْ قًا مِّنْ اَ  مْوَالِ النَّاسِ وَاََ تََْكُلُواْا امَْوَالَمُمْ بَ ي ْ
  بِِاَِْ ثِْْ وَانَْ تُمْ تَ عْلَمُوْنَ 

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 

batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para 

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang 

lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 

:188).
43

 

 Dalam melakukan jual beli di lingkungan sekitar, konsep gharar 

diwujudkan dengan adanya timbangan yang tidak akurat dan pembelian 

barang-barang yang setelah diperoleh ternyata tidak layak atau 

mengecewakan lingkungan sebagai konsumen, atau menjual objek yang 

belum ada seperti membeli anak sapi yang masih dalam kandungan tanpa 

menginginkan induknya. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, 

sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Itu 

semua akan terhindar dari penipuan sebab baik penjual atau pembeli tidak 

akan merasa terpengaruh sedikitpun dengan operasional bermuamalah. 

Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan perlu lebih mewaspadai 

gagasan gharar, khususnya dalam melakukan aktivitas muamalah sehari-

hari.
44

 

 Jika dilihat dari aspek masyarakat, dampak gharar dapat 

menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi. Transaksi 

yang penuh dengan gharar dapat menguntungkan satu pihak dan 

                                                      
43

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 29. 
44

 Erni Widya Ningrum, Ardiyan Darutama, Ria Anisatus Sholihah, “Pemahaman Konsep 

Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online”, Jurnal Sahmiyya, Vol.2 No.2, Tahun 2023, 478. 



 

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id 

 

36 

 

  

merugikan pihak lainnya, sehingga karena ketidakjelasannya, juga dapat 

mengakibatkan salah satu pihak merasa tertipu. Selain itu, gharar juga 

dapat mengurangi kepercayaan dan kestabilan dalam sistem keuangan dan 

perbankan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan 

mengganggu kegiatan bisnis dan investasi. 

 Meskipun pada dasarnya gharar dilarang, tetapi dalam beberapa 

kondisi tertentu gharar diperbolehkan. Dalam konteks ini, gharar 

mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang mungkin ada 

dalam transaksi, seperti tidak diketahuinya hasil atau kondisi barang yang 

diperdagangkan. Sebagai contoh yang terjadi pada zaman Nabi 

Muhammad saw. beliau membolehkan praktik jual-beli salam yang 

dilakukan oleh orang-orang Madinah. Jual-beli salam merupakan bentuk 

transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk mendapatkan barang 

yang akan diserahkan di kemudian hari. Transaksi semacam ini 

melibatkan unsur gharar karena pembeli belum melihat barang yang akan 

dibeli secara langsung. Namun, karena ada hajat syar'i atau kebutuhan 

yang mendesak dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw 

mengizinkan praktik jual beli salam tersebut. Keputusan beliau ini 

menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, jika terdapat kebutuhan syar'i 
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yang mendesak, maka akad yang mengandung gharar bisa dibolehkan.
45

 

b. Jual beli Madhamin Wal Malaqih 

 Madhamin wal Malaqih adalah praktik jual beli sperma hewan 

dan jual beli hewan dalam kandungan. Hal tersebut sesuai dengan hadits 

dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam „Abdurrazzaq pada 

mushannafnya dari „Abdullah bin „Umar r.a : 

 وَالْمَلَاقِيْحِ وَحَبَلِ الْْبََ لَ ِ أنََّوُ نَ هَى عَنِ الْمَضَامِيِْْ 
Artinya : “Bahwa beliau melarang jual beli madhamin, malaqih dan 

habalil habalah.” 

 Madhamin merujuk pada praktik dimana penjual mengizinkan 

unta jantan untuk berkawin dengan unta betina, dan keturunan unta yang 

lahir kemudian menjadi hak milik pembeli dengan harga yang disepakati. 

Di sisi lain, malaqih yaitu jual beli hewan yang masih dalam kandungan. 

Ibnu Mundzir rahimahumullah berkata “Para ulama sepakat bahwa jual 

beli madhamin dan malaqih tidak diperbolehkan”. Adapun alasan sebagai 

berikut : 

1. Tidak jelasnya mengenai hewan yang diperjualbelikan, sebab sifat 

dan masa hidup hingga matinya tidak dapat dipastikan dengan jelas;  

2. Hewan/sperma ini tidak dapat diberikan kepada pembeli, karena 

                                                      
45

 Nurinayah, Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam : Telaah Terhadap Kaidah 

Fiqhiyah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4 No.1, Januari-Juni, Tahun 2023, 75-76. 
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tidak dapat terpenuhi oleh penjual.
46

 

c. Jual beli Ghisyhy 

 Ghisyhy adalah cara menyembunyikan kecacatan pada barang 

atau menampilkan barang yang seharusnya tidak terlihat dengan cara 

menyelipkan barang yang buruk di dalamnya. Penjual juga bisa 

menampilkan barang dengan cara yang tidak sesuai atau cacatnya, dengan 

harapan pembeli akan membelinya dengan harga yang diinginkan. 

Ghisyhy juga bisa terjadi karena penipuan harga, di mana penjual 

menetapkan harga yang tinggi karena pembeli kurang paham tentang nilai 

sebenarnya dan tidak bisa menawar dengan baik, sehingga mereka tertipu 

dengan harga yang tidak wajar. Praktik ini disebut bai' mustarsil oleh 

ulama. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang kegiatan jual beli ghisyhy 

yakni terdapat pada QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3: 

( وَإِذَا كَالُوىُمْ أوََّزَنوُىُمْ ٢( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُونَ )١) وَيْل  للِّْمُطَفِّفِيَْ 
 (٣يُُْسِرُونَ )

Artinya : “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain, permintaan mereka terpenuhi. (Sebaliknya), jika 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” 
47

 

 Maksud orang-orang yang curang disini merujuk pada mereka 

                                                      
46

 „Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, “Jual Beli Gharar, Madamin wal Malaqih, Transaksi Diatas 

Transaksi”, https://almanhaj.or.id/4040-jual-beli-gharar-madhamin-wal-malaqih-transaksi-diatas-

transaksi.html, diakses pada tanggal 8 Januari 2015. 
47

 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 587. 
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yang melakukan kecurangan saat melakukan menimbang ataupun 

menakar. Beberapa ahli fiqh menganggap ghisyhy termasuk dosa besar, 

karena hal tersebut dianggap sama dengan mengambil atau menggunakan 

harta orang lain secara bathil.
48

 

                                                      
48

 Putri Nuraini, “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam”, Makalah Fiqh Muamalah, 2014, 11-
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Metode penelitian yaitu proses yang dimanfaatkan untuk menghimpun dan 

menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman suatu objek, dimana sebuah 

metode digunakan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran 

sebuah data, yang dilaksanakan melalui teknik ilmiah.
49

 Penelitian ini menggunakan 

jenus pendekatan yuridis empiris, dan studi kasus (case study research) menjadi 

metode yang digunakan dalam penelituian ini. Maka dalam hal tersebut dilakukan 

pengamatan langsung ke lapangan guna menggali informasi terkait apa yang ingin 

diteliti, yaitu melalui wawancara kepada informan perihak apa saja yang akan diteliti. 

 Dalam kaitannya, peneliti hendak meneliti bagaimana pelaksanaan akad jual 

beli yang diterapkan pada BPTU HPT Denpasar terhadap penjualan bibit sapi bali 

dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pangyangan Kecamatan 

Pekutatan. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ialah suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian, 

sebab disinilah peneliti memperoleh data yang menjadi landasan utama analisis dan 

temuan. Dalam konteks ini, penelitian dilakuklan di Breeding Center Balai 

                                                      
49

 Imam Gunawan. “Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik” (Jakarta : PT Bumi 

Aksa,2013), 79.  
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Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar yang 

berlokasi di Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. 

C. Subyek Penelitian 

 Pokok pembahasan penelitian ini berfokus pada individu atau kelompokyang 

menjadi sumber yang relevan dengan penelitian.
31

 Dalam proses penelitian, peneliti 

perlu memastikan bahwa data yang dihasilkan tersebut berasal dari sumber yang 

dapat dipertanggungjawabkan serta berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

ini. Berikut dua jenis sumber data yang digunakan: 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang dihasilkan langsung dari tempat penelitian 

menggunakan metode wawancara, survei, observasi, di lokasi penelitian 

tersebut. Selanjutnya, data primer ini dilakukan dengan cara mewawancarai 

informan yang relevan dalam bidangnya serta dapat dipercaya. Pemilihan 

informan yang tepat penting untuk meyakinkan bahwa data yang didapat 

relevan, akurat, dan bermanfaat bagi peneliti. Informan merupakan individu 

atau kelompok yang memberikan informasi, pandangan, atau pengalaman 

mereka terkait topik yang akan diteliti.  

Penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yang 

diawali dengan menyusun daftar pertanyaan dahulu, dan membuka 

kemungkinan untuk menambah pertanyaan. Penelitian ini menggunakan data 

primer yang berasal dari Kepala BPTU-HPT Denpasar, Pegawai Penjualan Bibit 
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Sapi Bali BPTU HPT Denpasar, dan masyarakat (pembeli) sebagai sumber 

data. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini ialah terkumpulnya informasi yang dihasilkan tidak 

langsung dari objeknya melainkan dari sumber lainnya, misalnya dari 

berbagai literatur, internet, buku, skripsi, jurnal, artikel, undang-undang yang 

menyangkut praktik akad jual beli bibit Sapi Bali dengan perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh BPTU-HPT Denpasar Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan.   

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, pengambilan data harus dilakukan dengan benar 

dan tepat supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.  

1. Observasi 

 Observasi ialah teknik yanag memerlukan pengamatan langsung 

mengamati objek atau kejadian yang sedang diteliti untuk mengumpulkan 

data, menganalisa, serta mencatat hasil dari objek yang sedang diteliti di 

lokasi penelitian.
50

 Adapun observasi dilakukan dengan cara memperhatikan 

dan mencatat keadaan serta objek yang diamati. Proses pencatatan ini 

memungkinkan peneliti untuk merekam informasi yang relevan dan detail 

mengenai objek tersebut, yang kemudian akan digunakan untuk analisis lebih 

                                                      
50

 I Made Laut Mertha Jaya, “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, (Yogyakarta: 

QUADRANT, 2020), 150. 
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lanjut dalam penelitian. Dengan demikian, observasi adalah peran penting 

untuk menghasilkan pemahaman lebih tentang permasalahan yang akan 

diteliti. 

2. Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan serangkaian data yang melibatkan pertanyan 

dan jawaban antara peneliti dan narasumber terkait masalah penelitian yang 

diteliti.
51

 Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data yang 

mendalam tentang pandangan seseorang terhadap permasalahan yang diteliti 

ketika jumlah respondennya atau informannya terbatas.
52

 Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan dengan pihak pembeli bibit Sapi Bali, Kepala Balai, 

Pegawai, serta Pihak Tim Penjualan di BPTU HPT Denpasar yang bertugas 

khusus untuk memperjualbelikan bibit Sapi Bali. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan informasi dari catatan yang 

penting, baik dari perorangan, lembaga, dan organisai. Dalam konteks 

penelitian ini, dokumentasi merujuk pada pengambilan gambar. Dokumentasi 

ini tidak hanya mencakup pemeriksaan dokumen, tetapi juga meneliti terhadap 

dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian.  

                                                      
51

 Syafrida Hafni Sahir, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 

46. 
52

 Sulaiman saat dan Sitti Mania, “PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN Panduan 

Bagi Peneliti Pemula”. (Sulawesi: Penerbit PUSAKA ALMAIDA, Agustus 2019), 85. 
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E. Analisis Data 

 Menurut Miles an Huberman (1992), analisis melibatkan tiga tahap kegiatan 

yang berlangsung dalam waktu yang sama. Tahap-tahap tersebut meliputi sebagai 

berikut
53

: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data, yaitu proses analisis data untuk memperjelas, 

mengkategorikan, mengarahkan, mengeliminasi dan mengatur data sehingga 

pada akhirnya memungkinkan pembuatan kesimpulan dan diverifikasi. 

Reduksi data dapat mempermudah dan memodifikasi data kualitatif dengan 

berbagai metode, termasuk melalui seleksi yang cermat. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Pengumpulan data secara sistematis yang disebut sebagai penyajian 

data, dapat memberikan kesempatan untuk mengambil kesimpulan dan 

bertindak. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui grafik, 

korelasi, ringkasan, dan format sejenis lainnya. Dengan memperlihatkan data 

tersebut, akan membantu memperjelas situasi yang diteliti dan dapat 

mempersiapkan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang sudah 

didapat.  

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

 Kesimpulan yaitu hasil penelitian yang sebelumnya tidak diketahui. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitattif dan R& D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

246. 
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Hasil penelitian dapat berupa penjelasan yang detail tentang suatu objek 

yang sebelumnya kurang difahami. sebagai hasil penelitian, hubungan 

sebab-akibat atau interaksi, pembangunan teori baru, dan campuran dari 

semuanya.  

F. Keabsahan Data 

Metode pemeriksaan ini digunakan dalam sebuah penelitian untuk 

memastikan data atau temuan yang dihasilkan tersebut valid. Pengecekan keabsahan 

data sangat diperlukan guna memastikan bahwa data yang diperoleh dapat 

dipertanggung jawabkan serta di percaya. Keabsahan data adalah sebuah proses yang 

melibatkan pengecekan data yang sama dengan metode dan sumber yang berbeda 

untuk memastikan kekonsistenan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi 

untuk menyajikan keabsahan data, sebagai berikut : 

1. Triangulasi Sumber 

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan teknik 

yang sama untuk menguji kredibilitas datanya. Hal ini melibatkan 

pemeriksaan ulang data dari sumber yang berbeda menggunakan teknik yang 

sama. Data trianggulasi sumber ini dilakukan dengan cara wawancara 

sebagai sarana untuk melengkapi informasi dan memastikan keabsahan data 

yang di dapat dari berbagai narasumber sehingga dapat mengurangi resiko 

kekurangan data. 
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2. Triangulasi Teknik 

 Trianggulasi teknik merupakan pengumpulan data dari sumber data 

yang sama namun dilakukan dengan teknik yang berbeda, yakni untuk 

memeriksa keabsahan datanya. Dilakukan pemeriksaan ulang terhadap data 

yang sama yang berasal dari sumber yang sama, tetapi dengan 

menggunakan pendekatan teknik yang berbeda. Misal, data yang didapat 

dari wawancara di periksa kemabli melalui observasi, wawancara serta 

dokumentasi. Apabila hasil dari ketiga teknik tersebut menunjukkan 

perbedaan data, peneliti harus melakukan pembahasan lebih lanjut dengan 

sumber data yang relevan untuk memvalidasi keakuratan informasi yang 

diperoleh. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap penelitian mencakup serangkaian tahapan yang diambil untuk 

merencanakan, menyajikan, menganalisis, dan melaksanakan hasil penelitian. Berikut 

beberapa langkahnya yaitu: 

1. Tahap persiapan 

a. Membuat rancangan penelitian;    

b. Menetapkan objek penelitian; 

c. Memproses surat izin penelitian; 

d. Melakukan riset lapangan; 

e. Menyediakan perlengkapan penelitian. 
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2. Tahap pelaksanaan 

a. Mendatangi lapangan; 

b. Menjelaskan latar belakang serta maksud dan tujuan penelitian kepada 

pihak yang terkait serta yang mempunyai kebijakan; 

c. Melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi 

3. Tahap analisis data 

 Tahap ini yaitu proses dimana data yang terkumpul tersebut digunakan untuk, 

mengolah, memeriksa, dan menafsirkan. Di tahap ini peneliti mulai melakukan 

penyususnan laporan hasil penelitian dengan menelaah data yang telah didiskusikan 

kepada Dosen Pembimbing sebab mungkin terdapat beberapa bagian agar hasil 

penelitian sesuai. Selanjutnya, peneliti akan menyampaikan hasil penelitiannya 

dalam bentuk skripsi mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang 

terdapat dari Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember..
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BAB IV  

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak 

(BPTU-HPT) Denpasar 

 Para tahun 1976, sebagai respon terhadap penurunan populasi dan 

kualitas genetic Sapi Bali, Proyek Pembibitan Dan Pengembangan Sapi Bali 

(P3 Bali) didirikan sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 

776/Kpts/Um/12/1976. P3 Bali yang menjadi Instansi Populasi Dasar (IPD). 

Kemudian, di tahun 2007, P3 Bali ditingkatkan menjadi Balai Pembibitan 

Ternak Unggul (BPTU) Sapi Bali berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 

13/Permentan/OT.142/2/2007.  

 Kemudian tahun 2013, terjadi perubahan menjadi Balai Pembibitan 

Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar 

berdasarkan No. 52/ Permentan/ OT.140/ 5/ 2013. Terjadi perubahan struktur 

organisasi pada tahun 2020 serta selanjutnya diperbarui melalui Permentan 

Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Lingkup Ditjen PKH. 
54
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2. Visi dan Misi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan 

Ternak (BPTU-HPT) Denpasar 

Visi : 

Terwujudnya BPTU-HPT Denpasar sebagai centre of excellence dalam 

peningkatan mutu genetik bibit ternak Sapi Bali dan kelestarian plasma nutfah 

nasional yang didukung dengan pengembangan produksi hijauan pakan 

ternak. 

Misi: 

 Melakukan pemuliabiakan dan kelestarian Sapi Bali; 

 Melakukan pengembangan, pengawasan dan penyebaran bibit Sapi 

Bali; 

 Menyelenggarakan pengembangan, pengawasan, dan penyebaran bibit 

hijauan pakan ternak; 

 Membina kerjasama bersama stakeholders dalam rangka 

pembangunan sub sektor peternakan; 

 Menaikkan Sumber Daya Manusia (SDM) Peternakan; 

 Menyelenggarakan manajemen administrasi dan peninjauan terkait 

dengan pelaksanaan kegiatan BPTU-HPT Denpasar. 
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2. Letak Geografis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan 

Ternak (BPTU-HPT) Denpasar 

 Letak geografis penelitian ini di lakukan di BPTU-HPT Denpasar 

Breeding Centre Pulukan yang berada di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk Desa 

Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. 

3. Struktur Organisasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan 

Pakan Ternak (BPTU-HPT) Denpasar 

 Struktur organisasi ialah kerangka atau tata letak sistematis yang 

menetapkan tanggung jawab, hubungan pekerjaan, unit dalam suatu organisasi 

dan pimpinan organisasi yang menandakan jabatan dan tanggung jawab yang 

harus dipegang oleh setiap karyawan.
55

 

 

 

 BPTU-HPT Denpasar bertugas melakukan pemeliharaan, produksi, 

pemuliaan, pemuliabiakan, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul 
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 Muchlisin Riadi, “Struktur Organisasi (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Faktor yang 

Mempengaruhi)”, diakses pada tanggal 1 September 2020, 

https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html#google_vignette  

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi pada BPTU-HPT Denpasar 

https://www.kajianpustaka.com/2020/09/struktur-organisasi.html#google_vignette
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serta benih/bibit hijauan pakan ternak. Adapun tugas dari masing-masing 

individunya sebagai berikut
 56

 : 

1. Kepala Balai bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas operasional 

kegiatan di BPTU-HPT Denpasar; 

2. Subbagian Tata Usaha bertugas menyusun rencana program dan 

anggaran, pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, menangani 

urusan kepegawaian serta keuangan, tata usaha dan rumah tangga, dan 

juga melakukan penatausahaan barang milik Negara; 

3. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas menyediakan pelayanan 

fungsional dalam pelaksaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang 

keahlian dan keterampilan. 

B. Penyajian Data dan Analisis 

1. Sistem Jual Beli Bibit Sapi Bali Di BPTU HPT Denpasar Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan 

 Pemeliharaan ternak yang baik sangat berdampak besar terhadap 

perkembangbiakan dan kesehatan ternak akan terjamin. Di BPTU-HPT Denpasar, 

perhatian terhadap pola pemeliharaan sangat ditekankan. Ada dua jenis pola 

pemeliharaan yang digunakan BPTU-HPT Denpasar, yakni pemeliharaan di 

kandang dan pemeliharaan di padang gembala. Kedua pola tersebut adalah metode 

pemeliharaan yang umum dalam beternak sapi potong. Namun, pemeliharaan yang 
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 Pasal 86, Peraturan Menteri Pertanian  No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata 
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di dalam kandang ini memerlukan biaya dan tenaga kerja yang banyak. Di BPTU-

HPT Denpasar, pemeliharaan dengan pola kandang dilakukan dengan berbagai 

jenis kandang seperti kandang tail to tail (bertolak belakang), head to head 

(berhadapan), dan terdapat juga kandang individu.  

 

Gambar 4. 2 Kandang tail to tail (bertolak belakang) 

 

Gambar 4. 3 Kandang head to head (berhadapan). 
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Menurut drh. Made Rahayu Kusumadewi selaku Fungsional Medik 

Veteriner dan tim penjualan di BPTU-HPT Denpasar beliau mengatakan  : 

“Pola pemeliharaan ternak di BPTU-HPT Denpasar ada yang lepas 

padang gembala atau paddock. Salah satu kelemahannya adalah sulit 

untuk mengontrol apabila terdapat sapi yang sakit. Di BPTU-HPT 

Denpasar, padang gembala dibagi 15 paddock, 3 diantaranya untuk 

menanam pakan hijauan dan 12 untuk pengembalaan.”
57

 

 

Gambar 4. 4 Pembagian paddock 

 Paddock ini adalah petak-petak kecil yang terbagi dalam padang gembala 

yang dikelilingi pagar. Beberapa paddock dilengkapi dengan pagar listrik 

tambahan guna mencegah sapi melompat dan berpindah paddock. Di BPTU-HPT 

Denpasar juga terdapat cattle yard yang merupakan area khusus untuk menangani 

sapi dan digunakan untuk semua kegiatan penanganan.  

 Berdasarkan ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 7651-4 : 

2017, persyaratan umum bibit sapi mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Sapi bibit dalam kondisi sehat dan tidak memiliki kelainan fisik; 
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 drh. Made Rahayu Kusumadewi, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 1 April 2024. 
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2. Semua sapi bibit betina mesti terbebas dari cacat alat reproduksi, tidak 

mempunyai kelainan pada ambing, dan tidak membuktikan tanda-tanda 

kemandulan; 

3. Bibit sapi jantan harus memiliki kemampuan sebagai pejantan dan bebas dari 

cacat pada alat kelaminnya. 

Selanjutnya untuk bibit sapi bali jantan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Badan berwarna merah atau kehitaman (umur < 18 bulan) dan hitam (>18 

bulan), bagian lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih dengan bentuk 

seperti setengah bulan, dan ujung ekor berwarna hitam; 

2. Tanduk tumbuh normal, melengkung ke atas dan berwarna hitam; 

3. Kepala memiliki bentuk yang lebar dengan leher leher kuat dan padat. 

 

Gambar 4. 5 Bibit Sapi Bali Jantan 

Sedangkan ciri-ciri bibit Sapi Bali betina sebagai berikut : 
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a) Warna badan kemerahan, keempat lutut kebawah putih, pantat putih berbentuk 

setengah bulan, ujung ekor hitam da nada garis belut warna hitam pada 

punggung; 

b) Tanduk pendek; 

c) Bentuk kepala panjang dan leher ramping. 

 

Gambar 4. 6 Bibit Sapi Bali Betina 

Menurut Bu. drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si selaku Sub-koordinator 

substansi Kelompok Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar, beliau menegaskan: 

“Untuk pemilihan bibit Sapi Bali itu harus sesuai dengan syarat SNI. Jika 

sapi tersebut tidak sesuai dengan syarat atau diluar syarat yang sudah 

ditetapkan maka sapi disebut dengan sapi bakalan atau afkir.”
58

 

 Islam telah mengatur berbabgai aspek kehidupan manusia sesuai dengan 

pedoman agama Islam. Islam tidak hanya memberikan pedoman tentang kegiatan 

jual beli, tetapi juga memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yang benar dalam 

bidang ekonomi secara umum. Aturan harus dipenuhi ketika melakukan pembelian 
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 drh. Ni Wayan Patmawati, M .Si, diwawancarai oleh peneliti, Bali, 2 April 2024. 
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dan penjualan untuk menegaskan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip 

muamalah. Sangat tidak ideal apabila jual beli tidak mengacu pada Hukum Islam.  

 Berbicara mengenai sistem jual beli yang dilaksanakan oleh BPTU-HPT 

Denpasar, berdasarkan riset yang dihasilkan dari wawancara dengan drh. Ni 

Wayan Patmawati, M.Si selaku Sub-koordinator substansi Kelompok Pelayanan 

Teknis BPTU-HPT Denpasar beliau mengatakan : 

 “Untuk sistem jual beli bibit Sapi Bali ini diawali dengan pembeli yang 

datang kepada kita untuk memesan beberapa bibit sapi yang diinginkan, 

sebelum deal pihak pembeli dan pihak penjualan BPTU-HPT Denpasar 

tentunya saling berdiskusi terkait harga, pembayaran, hingga 

pengangkutan nantinya. Jika sudah semua dibahas terkait itu tadi dan deal 

untuk membeli bibit sapi Bali di kita, baru steelah itu kita mencarikan 

bibit sapi Bali yang tersedia di BPTU-HPT.”
59

 

Berdasarkan keterangan informan diatas, sistem jual beli yang diterapkan 

oleh BPTU-HPT Denpasar menggunkan sistem jual beli dengan menggunakan 

akad salam, karena objek jual beli dilakukan atas dasar permintaan pembeli. 

Dengan cara memesan terlebih dahulu kepada tim penjualan sebelum disetujui 

oleh kepala balai BPTU-HPT sesuai dengan syarat dan kriteria tertentu, lalu tim 

penjualan BPTU-HPT akan menyiapkan bibit sapi Bali yang diinginkan dan akan 

dilanjut melakukan proses penjualan.  
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 Drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si, diwawancara oleh peneliti, Bali 2 April 2024. 
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Gambar 4. 7 Alur jual beli Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar. 

Pada intinya penelitian ini dilakukan berdasarkan Hukum Ekonomi 

Syariah yang telah tercantum pada judul penelitian ini. Pelaksaan jual beli bibit 

Sapi Bali yang diterapkan di BPTU-HPT ini apakah sesuai dengan prinsip syariah. 

Sebab, tidak semua orang memahami mengenai penjualan bibit Sapi Bali yang 

sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. 

Selanjutnya, terkait dengan isi akad dan apakah ada kerugian bagi salah 

satu pihak antara pihak BPTU-HPT Denpasar dan pembeli dalam kegiatan jual beli 

bibit Sapi Bali, berdasarkan penelitian melalui wawancara langsung kepada pihak 

BPTU-HPT Denpasar yakni Bu drh. Ni Wayan Trinayani M.Si selaku Fungsional 

Medic Veteriner, beliau mengatakan : 

“Untuk isi akadnya sendiri itu diawali dengan berdiskusi terlebih dahulu 

antara pembeli dengan pihak penjualan BPTU-HPT Denpasar. Kemudian, 

jika dirasa pembeli ingin membeli bibit sapi tersebut, pembeli harus 
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membuat surat permohonan dahulu hingga disetujui oleh kepala balai 

yang kemudian dan diakhiri dengan adanya kesepakatan. Selanjutnya 

untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses jual beli ini 

baik bagi pembeli maupun bagi kita, kita mengedepankan prinsip 

kejujuran. Jadi di awal, sebelum sapi ini diserahkan ke pembeli kita cek 

semua dulu, baik berat badan, tinggi badan, ataupun kondisi si sapi ini 

bagaimana lalu kirim bukti tadi ke pembeli.”
60

 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh drh. Ni Wayan Patmawati, M.Si selaku 

Sub-koordinator substansi Kelompok Pelayanan Teknis BPTU-HPT Denpasar, 

beliau mengatakan : 

“Terkait kerugian, misal setelah pembeli membeli bibit Sapi Bali di 

BPTU-HPT Denpasar ini seminggu atau sebulan kemudian sapi tersebut 

sakit, itu bukan tanggung jawab kami. Karena apa? Sapi yang berada di 

BPTU-HPT ini, ya itulah tanggung jawab kami kalau sapi sakit atau apa 

gitu. Dan kalau sapi yang sudah keluar dari BPTU-HPT Denpasar atau 

sudah keluar menjadi milik pembeli, itu sudah bukan jadi tanggung jawab 

kami melainkan tanggung jawab penjual. Karena, di BPTU-HPT ini 

mengedepankan kesehatan si bibit Sapi Bali yang unggul.”
61

 

  Hal yang harus diperhatikan juga terdapat pada isi akadnya, untuk 

memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan terutama pihak pembeli. 

Berikut keterangan dari pihak pembeli, bapak I Gusti Made Putra Wibawa selaku 

pembeli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan : 

“Kalau mengenai kerugian dari isi akad sendiri itu tidak ada, malah 

sangat jelas dan terperinci. Bagaimana alurnya? itu sangat jelas sekali 

serta tidak membingungkan pembeli. Jadi kita tinggal mengikuti 

arahannya saja. Untuk pelayanannya pun sangat cepat dan sigap.”
62

 

Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Wayan Wilantara selaku pembeli 

di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan : 
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“Selama saya membeli di BPTU-HPT Denpasar, syukurnya tidak pernah 

mengalami kerugian dari sapi yang saya beli disana. Karena di BPTU-

HPT Denpasar sendiri telah memberikan kepada pembeli seperti saya ini 

dengan memberikan sapi yang saya inginkan.”
63

 

Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Imam Mawardi selaku pembeli di 

BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan : 

“Sering sekali saya beli bibit sapi Bali di BPTU-HPT Denasar ini, selain 

kualitasnya yang bagus juga pelayanannya sangat bagus. Dan 

Alhamdulillah tidak pernah mengalami kerugian yang, yang sampai mati 

atau sakit setelah sapi keluar dari BPTU. Malah Alhamdulillah sehat dan 

gemuk sat saya pelihara.”
64

  

Namun berbeda dengan penyataan oleh bapak Handi selaku pembeli di 

BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan : 

“kalau kerugian, pernah saya sekali setelah membeli di BPTU-HPT 

Denpasar, malah bibit sapi Bali yang saya pelihara sering sakit-sakitan, 

seperti gamau makan, mencret, gitu. Tapi saya tidak nyalahin pihak 

BPTU nya, karena setelah saya periksa ke dokter hewan, sepertinya 

disebabkan dari pakannya. Gak lama, setelah sakit itu, bibit sapi yang 

saya pelihara mati.”
65

 

Dari informasi yang diberikan oleh informan diatas, Dalam pelaksanaan 

jual beli bibit Sapi Bali tidak ada pihak yang dirugikan dari isi akad tersebut, dan 

juga terkait alur pembeliannya hingga pembayarannya yang sangat jelas serta 

pelayanan yang sangat cepat dan akurat terhadap pembeli. 

Terkait apa saja yang dapat dinegosiasi dalan isi akad jual beli bibit Sapi 

Bali serta perihal apa saja yang dapat dinegosiasikan dalam isi akad tersebut, 

berdasarkan wawancara langsung kepada bu. drh. Ni Wayan Patmawati, M .Si 
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selaku Sub-koordinator substansi Kelompok Pelayanan Teknis BPTU-HPT 

Denpasar beliau mengatakan : 

“Untuk negosiasi harga itu sudah sesuai ketentuan di PNBP. Dilihat berapa 

berat badannya, umurnya, baru nanti dapat menentukan harganya. Kalau 

negosiasi terkait waktu pengambilan bibit Sapi Bali, kita berikan jangka 

waktu satu hari.”
66

 

Hal diatas juga dipertegas oleh Bu. drh. Made Rahayu Kusumadewi beliau 

mengatakan : 

“Bahwa benar, kalau terkait penawaran harga sapi itu semua sudah 

ditentukan di awal berdasarkan umur dan berat badan sapi. Dan itu semua 

sudah ada di Tarif PNBP BPTU-HPT Denpasar. Dan untuk negosiasi 

pembayaran, kita beri tempo satu hari.”
67

   

Tabel 4. 1 Tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) 

JENIS PNBP SATUAN TARIF 

Calon Bibit Jantan 

 Umur 3-6 bulan 

 Umur >6-9 bulan 

 Umur >9-12 bulan 

 Umur >12-18 bulan 

 

Per ekor 

Per ekor  

Per ekor 

Per ekor 

 

3.500.000,- 

5.000.000,- 

6.000.000,- 

7.500.000,- 

Bibit Jantan 

 Umur >18-<24 bulan 

 Umur 24-<36 bulan 

 Umur >=36 bulan 

 

Per ekor 

Per ekor 

Per ekor 

 

9.000.000,- 

12.000.000,- 

15.000.000,- 

Calon bibit betina 

 Umur 6-9 bulan 

 Umur >9-12 bulan 

 Umur >12-<18 bulan 

 Umur 18-<24 bulan 

 

Per ekor 

Per ekor 

Per ekor 

Per ekor 

 

3.000.000,- 

3.000.000,- 

4.000.000,- 

6.000.000,- 
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Bibit betina 

 Umur >=24 bulan 

 

Per ekor 

 

10.000.000,- 

 Dalam proses negosiasi, penting untuk mempertimbangkan kebolehan 

serta hal-hal yang dapat dinegosiasikan dalam isi akad tersebut dari pihak 

pembeli. Berikut beberapa keterangan yang dijelaskan dari pihak pembeli yakni 

bapak I Gusti Made Putra Wibawa, beliau mengatakan bahwa :  

 “Kalau negosiasi itu, mungkin saya pernah untuk menegosiasi terkait 

pengambilan atau pengangkutan sapi yang sudah saya beli tersebut. Itu 

saya diberi batasan waktu satu hari setelah pembayaran.”
68

 

Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Wayan Wilantara selaku 

pembeli di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan : 

“kalau untuk nego harga itu saya tidak pernah, karena harga sapi itu 

sudah ditetapkan oleh pihak BPTU-HPT Denpasar. Namun, kalau untuk 

negosiasi terkait pembayaran, biasanya saya pernah untuk diberi batasan 

waktu 1 hari, itu diperbolehkan.”
69

 

Hal tersebut juga dijelaskan oleh bapak Imam Mawardi selaku pembeli 

bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan : 

“Selama saya membeli bibit sapi di BPTU-HPT Denpasar memang 

tidak menegosiasi soal harga, karena harga bibit sapi itu sudah 

ditetapkan dari pihak sana. Dan harganya pun lebih murah di BPTU 

disbanding harga diluar, soalnya yang diluar juga beli bibit sapinya di 

BPTU. Jadi tidak pernah saya menegosiasi terkait harga.”
70

 

Hal tersebut juga di tegaskan oleh bapak Hendi selaku pembeli bibit 

Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar, beliau mengatakan : 
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“kalau negosiasi harga saya tidak pernah, tetapi kalau minta negosiasi 

pembayaran saya pernah untuk diberi waktu dalam proses 

pembayarannya.”
71

 

Berdasarkan beberapa keterangan informasi dari informan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa bahwa pihak BPTU-HPT Denpasar memberikan ruang 

bagi pembeli untuk bernegosiasi terkait isi perjanjian akad jual beli bibit Sapi 

Bali. Pembeli juga boleh menegosiasi terkait batas waktu pembayaran dan batas 

waktu pengangkutan sapi.  

2. Praktik Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah  

Dari semua uaraian diatas yang telah disampaikan oleh pihak informan, 

maka peneliti akan mengkaitkan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

Dengan demikian, praktik akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan di 

BPTU-HPT Denpasar Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan telah sesuai 

dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena terpenuhinya rukun dan syarat dalam 

kegiatan jual beli.  

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab IV bagian 

pertama unsur Ba‟i Pasal 56, terdiri dari : 1) Pihak yang berakad,yakni pihak 

pembeli dan pihak BPTU-HPT Denpasar. 2) Obyek akad, yakni bibit Sapi Bali. 

dan 3) Kesepakatan, yakni akad jual beli yang berlangsung berdasarkan 
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kesepakatan kedua pihak, dimana keduanya saling menyetujui dengan sukarela. 

Namun dalam jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar, objek jual beli 

belum tersedia yang mengakibatkan jual beli tersebut mengandung unsur gharar. 

Namun gharar disini diperbolehkan, karena ada hajat syar'i atau kebutuhan 

yang mendesak dalam konteks tersebut. 

C. Pembahasan Temuan  

1. Praktik Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan  

 Untuk dapat menghasilkan bibit sapi Bali yang unggul, pemeliharaan 

bibit Sapi menjadi peran penting dalam hal ini. Ada dua jenis pola pemeliharaan 

yang digunakan BPTU-HPT Denpasar, yakni pemeliharaan di kandang dan 

pemeliharaan di padang gembala (paddock). Paddock ini adalah petak-petak kecil 

yang terbagi dalam padang gembala yang dikelilingi pagar. Kedua pola tersebut 

adalah metode pemeliharaan yang umum dalam beternak sapi potong.  

Untuk dapat mengetahui atau memilih bibit sapi Bali dapat diketahui 

melalui ciri-cirinya seperti halnya berikut ciri-ciri bibit sapi jantan: badan 

berwarna merah/kehitaman (umur < 18 bulan) dan hitam (>18 bulan), bagian lutut 

ke bawah berwarna putih, pantat putih berbentuk seperti setengah bulan, dan 

ujung ekor berwarna hitam, tanduk tumbuh normal melengkung ke atas dan 

berwarna hitam, kepala memiliki bentuk yang lebar dengan leher leher kuat dan 

padat. Sedangkan ciri-ciri sapi betina yaitu : warna badan kemerahan, keempat 

lutut kebawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam da 
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nada garis belut warna hitam pada punggung, tanduk pendek, bentuk kepala 

panjang dan leher ramping. Jadi, bibit Sapi Bali yang tidak memenuhi salah satu 

ciri-cirinya maka tidak dapat disebut bibit melainkan menjadi sapi bakalan atau 

afkir.  

 Dalam sistem jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar ini 

menggunakan sistem akad jual beli salam. Yang mana pembeli membayar harga 

barang secara tunai di awal, namun barang yang dibeli belum tersedia pada saat transaksi 

dilakukan, hanya karakteristik, jenis, dan ukurannya yang telah disebutkan pada saat 

perjanjian dibuat. Dalam akad salam, harga dan spesifikasi barang diperjanjikan di 

awal transaksi, dengan harga yang tidak berubah selama jangka waktu akad, 

kecuali ada kesepakatan antara dua belah pihak. BPTU-HPT Denpasar 

menggunakan uang sebagai alat pembayaran yang harus diditetapkan jumlahnya 

secara jelas, dengan sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal akad. 

Namun di BPTU-HPT Denpasar, pembayarannya dengan sistem kredit dan tidak 

mencicil. Dari penjelasan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa sistem 

pembayaran yang digunakan di BPTU-HPT Denpasar ini telah memenuhi 

ketentuan Hukum Islam. 

 Berdasarkan hasil wawancara, sebelum kedua belah pihak berakad, 

berikut prosedur yang wajib dipenuhi oleh pihak pembeli, diantaranya: 
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1. Pertama, pihak pembeli harus menghubungi terlebih dahulu tim penjualan di 

BPTU-HPT Denpasar untuk memesan bibit Sapi Bali yang diinginkan, baik 

dari segi berat badan maupun umur; 

2. Kedua, pembeli dan penjual berdiskusi terkait harga ataupun proses 

pengambilan bibit sapi tersebut hingga terjadi kesepakatan; 

3. Ketiga, menunggu persetujuan dari Kepala Balai. Jika disetujui, maka 

terjadilah pelaksaanaan akad salam, yang mana pihak pembeli akan 

mencarikan bibit Sapi Bali sesuai keinginan pembeli 

4. Keempat, tim penjualan BPTU-HPT Denpasar akan membuatkan ebilling 

untuk pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang 

sudah disepakati oleh kedua pihak; 

5. Kelima, pihak pembeli dan tim penjualan BPTU-HPT Denpasar menentukan 

hari untuk pengangkutan bibit Sapi Bali tersebut serta pihak pembeli 

menyediakan mobil untuk mengambil atau mengangkut sapi yang sudah dibeli 

tersebut. 

Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti yang dihubungkan 

dengan teori yang diterapkan, dinyatakan bahwa metode pembayaran di awal 

dalam jual beli bibit Sapi Bali sesuai dengan rukun jual beli dan rukun ba‟i as-

salam. Di dalam rukun jual beli terdapat unsur yang menegaskan bahwa pihak 

pembeli dan penjual sebagai syarat utama dalam transaksi tersebut, selain itu juga 

terdapat objek jual beli, harga, dan ijab qabul yang harus dipenuhi dalam jual beli. 
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Sedangkkan dalam rukun ba‟i as-salam barang yang diperjualbelikan harus 

diserahkan setelah melakukan pembayaran di awal akad. Hal tersebut sesuai 

dengan apa yang telah diterapkan oleh BPTU-HPT Denpasar, yakni terdapat 

pembeli dan penjual, sedangkan yang dijadikan objek jual beli adalah bibit Sapi 

Bali. 

2. Praktik Akad Jual Beli Bibit Sapi Bali di BPTU HPT Denpasar Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah  

 Dalam pandangan Islam, jual beli merupakan salah satu cara untuk 

saling membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam 

transaksi jual beli, setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Sebagai 

pembeli, seseorang memiliki hak untuk menerima barang yang telah dibelinya, 

tetapi juga berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Di sisi lain, 

penjual menerima pembayaran sebagai ganti barang yang dijual dan memiliki 

tanggung jawab untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Pentingnya 

hal ini terletak pada kesahihan atau keabsahan barang yang diperdagangkan. 

Dalam hal ini, transaksi jual beli harus dihindari dari segala mudharat. 

Dari semua uaraian diatas, peneliti akan mengkaitkan dalam perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah. Berikut ini beberapa aspek yang terkait : 

1. Dari Segi Akad   
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 Dari segi akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan oleh BPTU-HPT 

Denpasar ini menggunakan perjanjian akad dengan sistem pemesanan terlebih 

dahulu dengan penjual berdasarkan syarat dan kriteria tertentu (akad salam). 

 Ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa ba‟i as-salam hukumnya 

sah berdasarkan pendapat ulama dan prinsip-prinsip syariah. Mereka 

menganggap bahwa akad salam sebagai bentuk jual beli biasa, dimana penjual 

harus menyediakan barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah 

disepakati pada saat waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

kesalahfahaman dengan memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah 

ditetapkan dalam akad salam. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum jual beli salam adalah 

diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah yang 

mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan 

kualitas, kualitas dan waktu yang tepat. 

2. Dari segi isi perjanjian 

  Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, disimpulkan bahwa 

pembeli juga terlibat dalam isi perjanjian yang diterapkan dalam akad jual beli 

bibit Sapi Bali dan diberi kesempatan untuk menegosiasi, termasuk dalam hal 

batasan waktu pembayaran dan pengangkutan sapi. Dalam hal ini sesuai 

dengan prinsip keadilan dalam jual beli, yakni penjual memperlakukan semua 

pembeli dengan adil, begitupun sebaliknya. Prinsip keadilan juga mencakup 
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penetapan harga yang wajar serta menentang praktik monopoli. Meskipun 

keadilan dalam jual beli jarang terjadi, hukum perjanjian syariah 

menekankan pentingnya adil dalam memberi dan menerima serta dalam 

menerima resiko.  

 Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II bagian yang 

berkaitan dengan akad, pada Bab II terdapat pada Pasal 21 huruf f yang 

menjelaskan pentingnya kesetaraan atau taswiyah dalam bertransaksi. hal ini 

berarti setiap pihak dalam akad berkedudukan yang sama serta memiliki hak 

serta kewajiban yang setara. 

3. Dari segi rukun Jual Beli 

 Praktik jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar ini tanpa 

melibatkan orang ketiga, namun melibatkan hanya dua orang saja yakni 

pembeli dan penjual. Hal tersebut telah memenuhi rukun jual beli yang 

melibatkan pihak penjual dan pembeli. Berikut terkait rukun serta syarat yang 

harus dipenuhi dalam akad salam 
72

: 

1. Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun 

jual beli salam adalah sebagai berikuRukun jual beli salam :  

a) Muslam (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan 

barang; 

                                                      
72

 Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.4 No.1, Juni 

2016, 124-125.  
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b) Muslam Ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang 

pesanan, modal atau uang, Ada pula yang menyebut harga 

(tsaman); 

c) Muslan Fiih adalah barang yang dijual belikan, 

d) Shigat adalah ijab dan qabul. 

2. Syarat-syarat jual beli salam menurut kesepakatan paraulama ada lima, 

yaitu: 

a) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran 

dilakukan terlebih dahulu; 

b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual; 

c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti 

pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh 

sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan 

pada musimnya tidak sah; 

d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, 

timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara 

menjual barang semacam itu; 

e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu 

berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat 

berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada 

keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua 
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belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, 

harus juga disebutkan; 

f) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak 

buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti 

tidak ada khiyar syara. 

 Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab IV bagian 

pertama unsur Ba‟i  Pasal 56, terdiri atas: 

a) Pihak yang berakad  

b) Objek akad 

c) Persetujuan atau kesepakatan  

Namun, dalam objek jual beli yang diterapkan di BPTU-HPT Denpasar 

ini belum tersedia, jadi pihak pembeli harus mampu menyediakan obejk jual beli 

yang sesuai dengan keiinginan pembeli yang telah disepakati. Namun gharar 

disini diperbolehkan, karena ada hajat syar'i atau kebutuhan yang mendesak 

dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw mengizinkan praktik jual beli 

salam tersebut. 

4. Dari segi pelaksanaan perjanjian 

 Pada dasarnya BPTU-HPT Denpasar ini ialah Unit Pelaksana Teknis 

yang menggunakan konsep tanpa riba dalam pelakssanaan penjualannya, yang 

mana telah dijelaskan di awal. Dapat dilihat dari kegiatan jual beli yang 

berlangsung secara lansung antara pembeli dan penjual, tanpa campur tangan 

pihak ketiga. BPTU-HPT Denpasar ini menggunakan sistem pembayaran 
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yang dilakukan setelah akad diantara kedua belah pihak. Dapat dilihat dari 

bagaimana jual beli dilaksanakan, yang mana objek akan diberikan setelah 

pembayaran dan kesepakatan di awal perjanjian jual beli tersebut. Dan 

terkait harga yang telah disepakati tidak pernah berubah.  

 Dalam menjalankan praktik jual beli yang dilaksanakan oleh 

BPTU-HPT Denpasar ini juga memberikan penawaran dalam batas 

pembayaran jatuh tempo paling lama satu hari. Selain itu juga, terdapat 

menegosiasi terkait pengangkutan atau pengambilan bibit sapi bali untuk 

diambil oleh pihak pembeli yaitu dengan batas waktu maksimal satu hari 

setelah pembayaran. Jika dalam waktu tersebut, pihak pembeli belum juga 

untuk mengambil bibit sapi yang telah dibeli, maka pihak BPTU-HPT 

Denpasar akan menghubungi kembali terkait hal tersebut.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa sistem jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan di BPTU-HPT 

Denpasar memakai jual beli dengan akad salam. Akad salam merupakan 

akad jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara tunai di 

awal, namun barang yang dibeli belum tersedia pada saat transaksi 

dilakukan, hanya karakteristik, jenis, dan ukurannya yang telah 

disebutkan pada saat perjanjian dibuat. Dalam praktiknya, penjual wajib 

menyediakan pesanan barang sesuai dengan perjanjian awal dengan 

pembeli. Barang yang disediakan juga harus sesuai dengan yang 

dijanjikan dalam kesepakatan awal.  

2. Dalam penerapan akad jual beli bibit Sapi Bali yang diterapkan oleh 

BPTU-HPT Denpasar telah sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah, karena rukun dan persyaratan dalam perjanjian telah terpenuhi 

serta telah sesuai dengan asas-asas perjanjian syariah. Tetapi ada unsur 

gharar dalam objek jual belinya, yang mana pada saat melakukan akad 

jual beli, objek yang diperjualbelikan (bibit sapi Bali) tidak tersedia dan 

pihak penjual (BPTU-HPT) harus mencari dan menyediakan bibit sapi 

Bali sesuai spesifikasi dan kriteria yang telah disepakati oleh kedua 

pihak untuk dapat diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah 

ditentukan. 
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B. Saran 

1. Penggunaan akad salam dalam jual beli bibit Sapi Bali yang dilakukan di 

BPTU-HPT Denpasar tetap dipertahankan untuk menghindari unsur riba 

dalam bertransaksi. Dengan pembeli membayar penuh diawal tanpa 

tambahan biaya atau bunga, serta jujur dan berlaku adil dalam 

bertransaksi. Karena hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam jual 

beli yakni, kejujuran dan keadilan.  

2. Penerapan jual beli bibit Sapi Bali dengan perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah dapat dipertahankan. Hal tersebut supaya terlepas dari keragu-

raguan dan penyimpangan dari ajaran Islam. Dengan demikian 

berekonomi, Masyarakat dapat beribadah kepada Allah SWT. Dan terkait 

objek jual beli yang belum tersedia pada saat selesai akad (gahara) 

disarankan pihak penjual dapat memenuhi sesuai kesepakatan diawal.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman Observasi 

1. Praktik Akad Jual Beli Bibit Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus Jual Beli Sapi Bali Di BPTU-HPT Denpasar Desa 

Pangyangan Kecamatan Pekutatan) 

B. Pedoman Interview 

a. Tim Penjualan BPTU-HPT Denpasar 

1. Apa sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli bibit Sapi 

Bali di BPTU-HPT Denpasar? 

2. Apakah berat badan dan umur sapi menjadi patokan harga dalam 

jual beli bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar? 

3. Bagaimana cara menentukan harga bibit Sapi Bali di BPTU-HPT 

Denpasar? 

4. Bagaimana langkah/prosedur penjualan bibit Sapi Bali di BPTU-

HPT Denpasar? 

5. Bagaimana cara menentukan  bibit Sapi Bali di BPTU-HPT 

Denpasar? 

6. Bagaimana cara pemeliharaan bibit Sapi Bali di BPTU-HPT 

Denpasar? 

7. Apakah pembelian bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar bisa 

melalui via online? 

b. Pembeli  

1. Apakah bapak/ibu sering melakukan transaksi jual beli bibit Sapi 

Bali di BPTU-HPT Denpasar? 

2. Apakah saat melakukan kegiatan jual beli, bapak/ibu pernah 

menegosiasi terkait harga ataupun waktu tempo pembayaran 

pembelian bibit Sapi Bali di BPTU-HPT Denpasar? 

3. Apakah bapak/ibu lebih memilih melakukan jual beli bibit Sapi 

Bali di BPTU-HPT Denpasar secara online (seperti wa) atau 

malah lebih memilih untuk melihat secara langsung? 
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4. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait pelayanan serta prosedur 

jual beli di BPTU-HPT Denpasar? 

5. Selama bapak/ibu melakukan jual beli Sapi Bali di BPTU-HPT 

Denpasar pernah mengalami kerugian terhadap sapi yang pernah 

dibeli disini? 

6. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait harga bibit Sapi Bali di 

BPTU-HPT Denpasar dengan harga di pasar? 
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Kantor BPTU-HPT Denpasar Breeding Center Pulukan
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BIODATA PENULIS 

 

 

Biodata Diri  

Nama    : Latifatul Khoiriyah 

Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 26 Mei 2001 

Alamat    : Desa Yeh Sumbul, Banjar Samblong, Kec.   

      Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    ; Islam 

No.Hp    : 08873668861 

Email    : atullatifa29@gmail.com 

Riwayat Pendidikan 

MIN Yeh Sumbul  (Tahun 2012) 

Mts.N. Mendoyo  (Tahun 2015) 

MAN Mendoyo  (Tahun 2019) 

UIN KHAS Jember  (Tahun 2024) 

Pengalaman Organisasi 

Anggota Bidang Intelektual HMPS HES Periode 2022-2023. 
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